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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan 

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah 

utara Provinsi Kalimantan Utara dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. 

Kabupaten Nunukan merupakan pecahan dari Kabupaten Bulungan yang dibentuk 

berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 7 tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai 

Barat dan Kota Bontang pada tanggal4 Oktober 1999. 

a. Kondisi Geografis 

Kabupaten Nunukan terdiri dari Enam Be las ( 16) kecamatan yang terdiri dari 

Sembilan (9) kecamatan merupakan kecamatan yang berada di daratan pulau 

Kalimantan dan Tujuh (7) kecamatan berada di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. 

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah paling Utara dari Propinsi 

Kalimantan Utara yang terletak antara 115" 33' sampai dengan 118" 3' Bujur Timur 

dan 3" 15'00" sampai dengan 4" 24'55" Lintang Utara. Posisi Kabupaten Nunukan 

juga adalah daerah yang berada di perbatasan Indonesia - Malaysia sehingga sangat 

strategis dalam peta lalu lintas antar kedua negara. 

Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan 

Negara Malaysia Timur - Sabah, sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah 
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Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, sebelah Barat 

berbatasan langsung dengan Malaysia Timur - Serawak. 

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan terjal 

terdapat di sebelah Utara bagian Barat, perbukitan sedang di bagian tengah dan 

daratan bergelombang landai di bagian Timur memanjang hingga ke pantai sebelah 

Timur. 

Kabupaten Nunukan berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim 

tropis, sehingga mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan serta 

dipengaruhi oleh angin muson, yaitu muson Barat pada bulan Nopember- April dan 

Muson Timur pada bulan Mei- Oktober. 

Sebelum memaparkan dan membahas hasil penelitian, terlebih dahulu 

digambarkan Kabupaten Nunukan yang merupakan konteks dimana penelitian ini 

dilakukan. Kabupaten Nunukan merupakan satu di antara 5 kabupatenlkota di 

Propinsi Kalimantan Utara, dengan luas wilayah sebesar 14.263,68 km2
• Berdasarkan 

geografisnya Kabupaten Nunukan terletak di wilayah paling Utara Kalimantan Utara 

yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, tepatnya pada 

posisi 3° 30' 00"- 4° 24' 55 Lintang Utara dan 115° 22'30" - 118° 44'55" Bujur 

Timur. Secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

1) Sebelah utara dengan Negara Malaysia Timur- Sabah 

2) Sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi 

3) Sebelah selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau 

4) Sebelah barat dengan Negara Malaysia Timur- Serawak 
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Posisi geografis Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada gambar 4.1 

Kab. Malinau 

.. _';"' ,. 

Kab. Bulungan 

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Nunukan 

Dengan letak geografis tersebut merupakan potensi besar bagi daerah ini 

untuk menjadi pembanding aparatur sipil negaranya dalam hubungan intemasional 

dengan dunia luar khususnya negara Malaysia, sehingga menjadi barometer tersendiri 

bagi pemerintah daerah mengembangkan sumber daya manusia khususnya kapasitas 

kepemimpinan sebagai cerminan kemajuan di wilayah Republik Indonesia. 

Sedangkan berdasarkan topografi, Kabupaten Nunukan didominasi oleh 

perbukitan, di sebelah utara memiliki perbukitan terjal dengan ketinggian 1.500 m -

3.000 m di atas permukaan laut, perbukitan di sebelah selatan memiliki ketinggian 

berkisar 500 m - 1.500 m diatas permukaan laut, dengan kemiringan sudut di lereng 

perbukitan rata-rata berkisar antara 0 - 50 %. Kabupaten Nunukan juga memiliki 

sekitar 10 sungai dan 25 pulau yang terse bar di seluruh kabupaten. 

b. Demografi 
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Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2015 sebanyak 177.607 jiwa, 

terdiri dari laki-laki 94.517 jiwa dan perempuan 83.090 jiwa. Apabila dibanding 

tahun 2014 sebanyak 170.042 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 90.529 jiwa dan 

perempuan 79.513 jiwa, berarti mengalami pertumbuhan sekitar 7,6 %. 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Tabel4.1 
Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan 

Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 2015 

Kecamatan Laki-Laki Perempuan 

Krayan Selatan 1.075 970 

Krayan 3.609 3.126 

Lumbis Ogong 2.667 2.568 

Lumbis 2.573 2.353 

Sembakung Atulai 1.325 1.268 

Sembakung 3.180 2.889 

Sebuku 6.570 5.467 

Tulin Onsoi 4.541 3.376 

Seimenggaris 5.094 4.079 

Nunukan 32.926 29.432 

Nunukan Selatan 11.149 9.378 

Sebatik Barat 4.183 3.654 

Sebatik 2.493 2.153 

Sebatik Timur 6.387 6.137 

Sebatik Tengah 3.876 3.461 

Sebatik Utara 2.869 2.779 

2015 94.517 83.090 

JUMLAH 2014 90.529 79.513 

2013 86.881 75.830 

Sumber : BPS Kabupaten Nunukan 

Total 

2.045 

6.735 

5.235 

4.926 

2.593 

6.069 

12.037 

7.917 

9.173 

62.358 

20.527 

7.837 

4.646 

12.524 

7.337 

5.648 

177.607 

170.042 

162.711 
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Dari tabel di atas pada tahun 2015 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Persentase penduduk laki-laki 

pada talmn 2015 sebesar 53,22% dan perempuan sebesar 46,78%. 

c. Pemerintahan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang Bupati, berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

yang membawahi sebanyak pada 15 Dinas dan 11 Lembaga Teknis Daerah (LTD), 

dan 2 Sekretariat serta Kepala Satuan Kerja setingkat eselon III yaitu sebanyak 2 

Kepala Kantor, 16 camat, dan 8 lurah. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten 

Nunukan sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: 

1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

2) Sekretariat Daerah 

3) Dinas- Dinas: 

( 1) Dinas Pendidikan 

(2) Dinas Kesehatan 

(3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

( 6) Dinas Pekerjaan Umum 

(7) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

(8) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 

(9) Dinas Pendapatan, 
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( 1 0) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(11)Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Petemakan 

( 12) Dinas Kelautan dan Perikanan 

(13) Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

(14)Dinas Pertambangan dan Energi 

(15) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran 

4) Lembaga Teknis Daerah 

( 1) lnspektorat 

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(3) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

(4) Badan Lingkungan Hidup Daerah 

( 5) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

( 6) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah 

(7) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat 

(8) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 

(9) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah 

( 1 0) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(11)Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

5) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 

6) Satuan Polisi Pamong Praja 

7) Rumah Sakit Umum Daerah 

8) Kecamatan sebanyak 16 
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9) Kelurahan sebanyak 8 

d. Pegawai Negeri Sipil 

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nunukan per 31 Maret 

2016 dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 4.2 berikut ini : 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Tabel4.2 
Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin 

Per 31 Maret 2016 

Jenis Kelamin 
Pendidikan Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

Doktor I S3 0 1 1 

Pasca sarjana I S2 91 55 147 

Sarjana I S1 1077 907 1984 

DIY 60 23 83 

Dill 174 318 492 

011 113 107 220 

DI 16 20 36 

SMA 901 391 1292 

SMP 88 5 93 

so 77 0 77 

Jumlah 2597 1827 4424 

Sumber: Data Sekunder BKDD Kab. Nunukan 

Berdasarkan data di atas, jika diurutkan dari jumlah terbesar ke terkecil dilihat 

dari tingkat pendidikan maka tingkat pendidikan Sarjana/S.l merupakan kelompok 

terbesar dari seluruh tingkat pendidikan yang ada, dengan jumlah PNS sebanyak 

1.984 orang sedangkan tingkat pendidikan DoktoriS.3 merupakan kelompok terkecil 

dari seluruh tingkat pendidikan yang ada, dengan jumlah PNS hanya I orang. 
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Kemudian selanjutnya PNS yang menduduki jabatan struktural/eselon 

menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Tabel4.3 
Rekapitulasi PNS Berdasarkan Eselon Dan Jenis Kelamin 

Per31 Maret2016 

Jenis Kelamin 

Eselon 

Laki-Laki Perempuan 

I. A 0 0 

I.B 0 0 

II. A 1 0 

II. B 29 1 

III. A 54 5 

III. B 84 24 

IV. A 268 135 

IV.B 64 42 

V.A 0 0 

Eselon 500 207 

Non Eselon 2097 1620 

Jumlah 2597 1827 

Sumber : Data Sekunder BKDD Kab. Nunukan 

Jumlah 

0 

0 

1 

30 

59 

108 

403 

106 

0 

707 

3717 

4424 

Dilihat dari data di atas, berdasarkan komposisi jabatan dan jenis kelamin, 

jumlah PNS laki-laki lebih banyak menduduki jabatan struktural/eselon jika 

dibandingkan dengan PNS perempuan yang menduduki jabatan eselon, yaitu 

sebanyak 500 orang berjenis kelamin laki-laki sedangkan untuk PNS perempuan 

sebanyak 207 orang. Begitu juga dengan PNS yang tidak menduduki jabatan 
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struktural/eselon, jumlah PNS berjenis kelamin laki-laki lebih ban yak dibanding PNS 

berjenis kelamin perempuan. 

Selanjutnya jumlah PNS menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada 

tabel4.4 berikut: 

Tabel4.4 
Rekapitulasi PNS Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin 

Per 31 Maret 2016 

Jenis Kelamin 
No Usia Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

I. >55 116 20 136 

2. 51 -55 234 84 318 

3. 46-50 431 188 619 

4. 41-45 538 285 823 

5. 36-40 620 408 1028 

6. 31 - 35 451 514 965 

7. 26-30 177 268 445 

8. 21-25 30 59 89 

9. < 21 0 1 1 

JUMLAH 2597 1827 4424 

Sumber : Data Sekunder BKDD Kab. Nunukan 

Dari tabel 4.4 di atas jika diurutkan dari jumlah terbesar ke terkecil dilihat dari 

usia maka tingkat 36-40 tahun merupakan jumlah terbesar dari seluruh tingkatan usia 

yang ada, denganjumlah PNS sebanyak 1..028 orang sedangkan tingkatan usia < 21 

tahun merupakan jumlah terkecil dari seluruh tingkatan usia yang ada, dengan jumlah 

PNS hanya 1 orang. 
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Selanjutnya jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan 

menurut Golongan dan Jenis Kelamin dapat dilihat paada tabel 4.5 berikut ini 

No. 

I. 

2. 

3. 

4. 

Tabel4.5 
Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan Dan Jenis Kelamin 

Per 31 Maret 2016 

Jenis Kelamin 
Go Iongan Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

IV 374 166 540 

III 1180 1071 2251 

II 911 586 1497 

I 132 4 136 

Jum1ah 2597 1827 4424 

Sumber : Data Sekunder BKDD Kab. Nunukan 

Dari tabel 4.5 di atas terlihat bahwa PNS Golongan III merupakan jumlah 

terbesar dari seluruh tingkatan golongan yang ada, dengan jumlah PNS sebanyak 

2.251 orang sedangkan Go Iongan I merupakan j umlah terkecil dari seluruh tingkatan 

golongan yang ada, dengan jumlah PNS hanya 136 orang. 

2. Gambaran Umum Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian ( SAPK ) merupakan terobosan 

reformasi birokrasi bidang pelayanan kepegawaian melalui penggunaan teknologi 

komunikasi dan informasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara 

(BKN). SAPK salah satu bentuk proses transformasi menuju e-government yang 

harus dilaksanakan, karena melalui proses transformasi tersebut pemerintah dapat 

mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk 

mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem 
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manaJemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah 

bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan 

layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dalam pemanfaatan SAPK 

dikoordinasikan oleh BKN dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan 

SAPK. 

Adapun tujuan BKN menerapkan SAPK adalah: 

1) Standarisasi sistem informasi kepegawaian berbasis informasi teknologi yang 

terintegrasi sebagai media dalam pelayanan, pengawasan, dan pengendalian 

administrasi kepegawaian. 

2) Tersedianya database kepegawaian sebagai media informasi sharing bagi instansi 

dan stakeholders sesuai dengan kebutuhan. 

3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas : 

a) Tersedianya data dan informasi yang up to date dengan cepat dan akurat. 

b) Menghilangkan duplikasi sistem dan data. 

c) Menyederhanakan dan meningkatkan standarisasi proses. 

d) Optimalisasi beban tugas. 

4) Meningkatkan pelayanan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

5) Penerapan Good Governance. 

a) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

b) Meningkatkan public image pemerintah. 
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6) Meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dan stakeholders untuk 

mencapai efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan yang berkaitan 

dengan manajemen kepegawaian. 

7) Meminimalisasi digital divide sumber daya manusia pengelola data kepegawaian. 

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan SAPK ini bagi BKN maupun 

instansi pemerintah antara lain: 

1) Dapat mengontrol data PNS antara BKN dan Instansi Pemerintah seluruh 

Indonesia. 

2) Menyederhanakan proses manajemen kepegawaian. 

3) Otomatisasi administrasi kepegawaian sehingga bisa mencegah terjadinya 

kesalahan data kepegawaian. 

4) Diperoleh database kepegawaian yang akurat sebagai bahan perencanaan, 

pembinaan, pengembangan dan pengambilan kebijakan manajemen 

kepegawaian. 

Ruang lingkup yang ada pada SAPK antara lain: 

I) Aplikasi pengadaan PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data mengenai 

pengadaan PNS meliputi pembuatan daftar usul permintaan NIP sampai 

pencetakan surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS. 

2) Aplikasi kenaikan pangkat PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data 

mengenai proses kenaikan pangkat PNS mulai dari usul sampai pencetakan surat 

keputusan kenaikan pangkat. 
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3) Aplikasi pensiun PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data untuk keperluan 

mutasi pemberhentian dengan hak pensiun. 

4) Aplikasi mutasi lain-lain yaitu yang berisi pengolahan data kepegawaian untuk 

keperluan pemutakhiran data melalui perubahan data pegawai yang mengalami 

mutasi. 

Karakteristik SAPK yaitu: 

1) Sistem yang terkoneksi secara on-line antara BKN Pusat, Kantor Regional BKN 

dan instansi dengan menggunakan jaringan komunikasi data. 

2) Menggunakan satu basis data PNS yang digunakan secara bersama. 

3) Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai standar baku 

yang disusun oleh BKN pusat. 

4) Sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi 

pengguna seperti penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), DP3, Penggajian 

dan sebagainya. 

Pada penggunaan SAPK ada kewenangan yang berbeda antara BKN Pusat, 

BKN Kantor Regional dan BKD. Adapun kewenangan dalam penggunaan SAPK 

adalah sebagai berikut : 

1) BKN Pusat memiliki seluruh kewenangan dalam menggunakan SAPK sehingga 

setiap modul yang ada pada SAPK dapat digunakan. 

2) BKN Kantor Regional, memiliki kewenangan antara lain : pengadaan, kenaikan 

pangkat, pensiun, peremajaan data dan supervisi. 

42531.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



90 

3) BKD I Instansi memiliki kewenangan khusus untuk pelayanan kepegawaian 

seperti pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun dan peremajaan data. 

Untuk mengawasi beijalannya SAPK dengan baik, pengguna atau user yang 

bertanggung jawab di setiap BKD/instansi diberikan hanya satu Administrator yang 

diusulkan secara resmi oleh BKD/instansi ke BKN Kantor Regional. 

3. Deskripsi Badan Kepagawaian Dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan 

a. Dasar pembentukan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Nunukan, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah merupakan unsur 

pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai tugas menyusun dan 

melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan 

aparatur. 

b. Visi Dan Misi 

Visi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan dirumuskan 

untuk mendukung Visi dan Misi daripada Kabupaten Nunukan yang secara 

dimensional pernyataan Visi berfokus ke masa depan berdasarkan pemikiran masa 

kini dan pengalaman masa lalu. Dalam upaya mewujudkan Misi 1 Pembangunan 

Kabupaten Nunukan tahun 2011-2016 maka Visi Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kabupaten Nunukan dirumuskan untuk lima tahun ke depan (20 11-20 16) 
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yaitu : " Terwujudoya Pegawai Negeri Sipil yang Profesional untuk 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik". 

Visi tersebut dapat dijelaskan dimana Pegawai Negeri Sipil yang Profesional 

dapat diartikan memiliki kompetensi dibidangnya, dalam pengabdiannya 

mengutamakan dan mengedepankan prinsip-prinsip dasar keilmuan, memiliki 

integritas dedikasi yang tinggi dalam bekerja dan berorientasi pada prestasi kerja, 

sehingga dengan meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten 

Nunukan dapat menjadikan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, 

berwibawa dan bertanggungjawab serta profesional mempunyai kompetensi tinggi 

sehingga mampu mendukung pelayanan umum yang berkualitas tinggi serta dapat 

meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan aparatur yang responsif 

terhadap tuntutan masyarakat . 

Dalam mencapai visi organisasi, Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah 

Kabupaten Nunukan merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus 

dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Untuk 

mewujudkan hal tersebut Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 

Nunukan mempunyai Misi sebagai berikut : 

1) Meningkatkan Kualitas Pegawai Negeri Sipil 

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi SKPD secara efektif, optimal dan 

efisiensi diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas sehingga dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dapat optimal. 

2) Meningkatkan pelayanan dan informasi kepegawaian 
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Yang dimaksud dengan meningkatkan pelayanan dan infomasi kepegawaian 

dimana dengan akan diterapkan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) 

berbasis website dapat memberikan kepuasan dan kemudahan mendapatkan 

pelayanan dan informasi kepada customer (Pegawai Kabupaten Nunukan) dalam 

bidang kepegawaian dan diklat daerah. 

c. Struktur Organisasi 

Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan: 

I) Kepala Badan 

2) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah yang membawahi 3 (tiga) subbagian 

sebagai berikut : 

a) Sub.Bagian Perencanaan Program 

b) Sub.Bagian Urn urn 

c) Sub.Bagian Keuangan 

3) Bidang Informasi Kepegawaian: 

a) Sub.Bidang Pengolahan Data Kepegawaian 

b) Sub.Bidang Informasi dan Dokumentasi 

4) Bidang Mutasi Pegawai : 

a) Sub.Bidang Mutasi Struktural 

b) Sub.Bidang Mutasi Fungsional 
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5) Bidang Pengembangan Dan Kedudukan Hukum Pegawai : 

a) Sub.Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai 

b) Sub.Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai 

6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

a) Sub.Bidang Diklat Kepemimpinan dan Karier 

b) Sub.Bidang Diklat Fungsional dan Prajabatan 

7) Kelompok Jabatan Fungsional 

d. Kepegawaian. 

Jumlah pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 

Nunukan menurut go Iongan dan jenis kelamin dapat kita pada tabel 4.6 berikut, 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tabel4.6 
Rekapitulasi PNS BKDD Berdasarkan Golongan Dan Jenis Kelamin 

Per 31 Maret 20 16 

Go Iongan Jumlah Pegawai Persentase 

IV 3 7,32 

Ill 20 48,78 

II 16 39,02 

I 2 4,88 

Jumlah 41 100,00 

Sumber : Data Sekunder BKDD Kab. Nunukan 

Pada tabel 4.6. tersebut terlihat jumlah PNS Golongan III mendominasi 

sebanyak 20 orang dengan persentase 48,78 % kemudian Golongan II sebanyak 16 

orang dengan persentase 39,02 %, Golongan IV sebanyak 3 orang dengan persentase 

7,32 %, dan yang paling sedikit adalah PNS Go Iongan I sebanyak 2 orang dengan 
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persentase 4,88 %. Selain pegawai dengan status PNS, Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerah juga didukung dengan tenaga pegawai yang berstatus Non PNS 

sebanyak 22 orang 

Selanjutnya tingkat pendidikan pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kabupaten Nunukan selengkapnya dapat dilihat pada tabel4.7 berikut, 

NO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Tabel4.7 
Rekapitulasi PNS BKDD Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Per 31 Maret 2016 

Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai Persentase 

Sarjana I S.1 20 48.78 

Diploma IV I D.IV 2 4,88 

Diploma III I D. III 3 7,32 

Diploma II I D.II 1 2,44 

Diploma I I D.I 1 2,44 

SLTA 11 26,83 

SLTP 2 4,88 

SD 1 2,44 

Jumlah 41 100,00 

Sumber: Data Sekunder BKDD Kab. Nunukan 

Pada tabel 4.7 tersebut menunjukkan bahwa dari 41 orang PNS pada Badan 

kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan, sebagian besar berpendidikan 

Sarjana/S.1 sebanyak 20 orang atau sebesar 48,78 %. Kemudian disusul dengan PNS 

yang berpendidikan SL T A sebanyak 11 orang atau sebesar 26,83 %. Jumlah PNS 

dengan tingkat pendidikan paling sedikit adalah yang berpendidikan Diploma IIID.Il. 
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Diploma IIID.II dan yang berpendidikan SO masing-masing 1 orang atau sebesar 

2,44%. 

B. Basil Penelitian 

1. Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian ( SAPK ) merupakan terobosan 

reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan kepegawaian melalui penggunaan 

teknologi komunikasi dan intormasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian 

Negara. Dalam pemanfaatan SAPK dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian 

Negara dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan SAPK. 

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 

tersebut memuat beberapa ketentuan sebagai berikut : 

a. Tujuan 

Adapun pendapat informan terhadap tujuan diterbitkannya Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tersebut seperti yang dikemukakan oleh 

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan bahwa : 

"Bahwa Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tersebut memuat 
beberapa ketentuan seperti ruang lingkup, karakteristik, personil dan 
ketentuan lainnya untuk memudahkan instansi pusat dan daerah dalam 
memanfaatkan SAPK". 

Lebih 1anjut Kepala Sub Bidang Mutasi FungsionaJ mengemukakan 

pernyataan yang senada bahwa : 

"Memang betul bahwa untuk memudahkan penggunaan SAP K dalam 
pelayanan kepegawaian maka BKN mengeluarkan Peraturan Kepala BKN 
Nomor 20 Tahun 2008 yang beirisi beberapa ketentuan untuk dipedomani 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah ". 
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Dari pemyataan kedua informan tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa 

kebijakan SAPK dapat dilaksanakan dengan baik karena didalam Peraturan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 memuat beberapa ketentuan 

sebagai pedoman Pejabat Pembina Kepegawaian lnstansi pusat dan daerah dalam 

memanfaatkan dan menggunakan SAPK. 

b. Ruang Lingkup dan Modul SAPK 

Salah satu ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 20 

Tahun 2008 adalah ketentuan mengenai ruang lingkup pemanfaatan SAPK yang 

meliputi: 

1) Aplikasi pengadaan PNS 

2) Aplikasi kenaikan pangkat PNS 

3) Aplikasi pensiun PNS, dan 

4) Aplikasi mutasi lain-lain. 

Pendapat para informan terhadap ruang lingkup SAPK adalah sama karena 

sudah diatur dalam Peraturan BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pemanfaatan SAPK. Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural mengungkapkan bahwa : 

"Kalau berbicara tentang ruang lingkup SAP K sudah dimuat dalam 
ketentuan Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 yaitu me/iputi 
aplikasi pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun dan aplikasi mutasi lain
lain". 

Pendapat senada dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang Pengolahan Data 

Kepegawaian bahwa : 

"Ruang /ingkup SAP K sudah diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 20 
Tahun 2008, yaitu meliputi ap/ikasi pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun 
dan aplikasi mutasi lain-lain, kami tinggal memanfaatkanrrya ". 
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Dari hasil wawancara para inforrnan diperoleh inforrnasi bahwa yang menjadi 

ruang lingkup penggunaan SAPK yang terdiri dari beberapa aplikasi sudah jelas 

dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008. 

Penggunaan SAPK dilengkapi dengan modul aplikasi sesuai dengan ruang 

lingkup yang ada. Dan untuk mengetahui pelaksanaannya pada Badan Kepegawaian 

dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Aplikasi Pengadaan 

Aplikasi pengadaan digunakan untuk proses penetapan NIP melalui SAPK 

dapat diakses melalui browser seperti internet Explorer, Mozil/a, Google Chrome dan 

yang Iainnya dengan alamat https://sapk.bkn.go.id. Adapun mekanisme pada layanan 

pengadaan dapat dilihat dalam bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai 

berikut: 

1) Nomor Agenda (masuk dan keluar) di-generate otomatis oleh sistem. 

2) Untuk berkas data berrnasalah. Jika berkas data berrnasalah (ada kesalahan atau 

kekeliruan pada berkas) dalam hal ini setelah diperiksa oleh Tim Admin, maka 

berkas terse but dikategorikan Berkas Tidak Lengkap (BTL), dan langsung dikirim 

dan dilengkapi oleh BKD!lnstansi (prosedur : Perbaiki Berkas Pengadaan). 

3) Ada profil tambahan yang menerima dan mengunggah SK yaitu Profil Penerimaan 

SK. 

Adapun pendapat inforrnan mengenai kendala daam proses pelayanan 

pengadaan atau penetapan NIP menggunakan SAPK seperti yang dikemukakan oleh 

Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai yaitu sebagai berikut: 
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"Dalam mengimplementasikan kebijakan SAPK dalam pelayanan pengadaan 
untuk pengusulan NIP tidak ada masalah, lwordinasi dan kerjasama dengan 
Bidang INKA dapat berjalan dengan baik ". 

Kepala Sub Bidang Pengolahan Data sekaligus user aplikasi pengadaan 

menyatakan bahwa : 

"Dalam pengoperasian SAPK untuk pengusulan NIP selama ini berjalan 
baik, yang menjadi hambatan adalah jaringan internet yang sering 
mengalami gangguan sehingga kadang bekerja /em bur". 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tergambar bahwa pelayanan 

pengadaan untuk pengusulan penetapan NIP dengan menggunakan SAPK dapat 

berjalan dengan baik, yang sering menjadi kendala adalah gangguan jaringan internet. 

b. Aplikasi Kenaikan Pangkat 

Aplikasi kenaikan pangkat digunakan untuk proses pelayanan kenaikan 

pangkat melalui SAPK dapat dilakukan dan diakses melalui browser seperti internet 

Explorer, Mozilla, Google Chrome dan yang lainnya dengan alamat 

https:/ /sapk bkn.go. id. 

Dalam proses pelayanan kenaikan pangkat melalui SAPK sudah ada SOP dan 

mekanisme baku yang ditetapkan oleh Badan kepegawaian Negara, yaitu : 

1) Nomor Agenda (masuk dan keluar) di-generate otomatis oleh sistem. 

2) Jika berkas data bermasalah (ada kesalahan atau kekeliruan pada berkas) dalam hal 

ini setelah diperiksa oleh Tim Admin, maka berkas tersebut dikategorikan Berkas 

Tidak lengkap (BTL) dan langsung dikirim dan dilengkapi oleh BKD/lnstansi 

(prosedur : Perbaiki Berkas KP). 

3) User dapat langsung melakukan update data (mutasi) sesuai dengan hak akses 

yang diberikan. 
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4) Penggunaan barcode pada SK. 

5) Banyak perhitungan dan pemeriksaan manual terkait seperti kalkulasi CL TN, 

hukuman, atau lainnya telah dibantu aplikasi secara otomatis. 

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan kenaikan 

pangkat, Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional yang menangani kenaikan pangkat 

tenaga fungsional tertentu menyatakan bahwa kendala yang sering dihadapi adalah 

sebagai berikut : 

. "Tidak menggunakan ja/ur khusus SAPK schingga hanya mengandalkan 
internal/jaringan umum yang sangat lambat dan terkadang harus bekerja di 
Telkom untuk mengentri, kendala lainnya adalah data PNS yang tidak update 
sehingga sering terjadi kesalahan tempat lahir dan unit kerja ". 

Lebih lanjut, Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural yang menangani kenaikan 

pangkat tenaga struktural dan fungsional umum memberikan komentar sebagai 

berikut: 

"Dalam suatu sistem pasti terdapat hambatan maupun kendala baik dalam 
pelaksanaan ataupun dalam pengoperasiannya. Adapun hambatan I 
kendalanya yang sering terjadi secara umum adalah jika pada saat 
pengoperasian SAP K terjadi Error pada sistem jaringan, yang mana hal ini 
dapat menghambat dalam proses pengentryan data dan untuk 
mengoperasikannya kembali harus memulai kembali dari awal yang mana hal 
terse but akan memakan waktu yang cukup lama". 

Kemudian user kenaikan pangkat dan pensiun fungsional menambahkan 

hambatan yang sering terjadi pada aplikasi kenaikan pangkat sebagai berikut : 

"Kendala yang sering kami hadapi pada saat pengoperasian SAPK ada/ah 
gangguan jaringan internet dan data PNS yang tidak update sehingga harus 
diremajakan dulu ". 

Dari basil wawancara didapatkan informasi bahwa pelayanan kenaikan 

pangkat dengan menggunakan SAPK secara urn urn dapat berjalan dengan baik. Yang 
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sering menjadi kendala adalah gangguan jaringan internet dan data PNS yang tidak 

update. 

c. Aplikasi Pensiun 

Aplikasi pensiun digunakan untuk proses pelayanan pensiun melalui SAPK 

dapat dilakukan dan diakses melalui browser seperti internet Explorer, Mozilla, 

Google Chrome dan yang lainnya dengan alamat https:l/sapk.bkn.go.id. 

Seperti halnya pada proses kenaikan pangkat, untuk proses pengusulan 

pensiun melalui sudah SOP yang sudah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara 

dengan mekanisme layanan sebagai berikut : 

1) Nomor Agenda masuk di-generate otomatis oleh sistem. 

2) Untuk Golongan IV/b ke bawah, SK Pensiun dicetak oleh Tim Teknis Pensiun. 

3) Penggunaan barcode pada SK. 

4) Jika berkas data bermasalah (ada kesalahan atau kekeliruan pada berkas) dalam hal 

ini setelah diperiksa oleh BKN, maka berkas tersebut dikategorikan Berkas Tidak 

Lengkap (BTL) dan langsung dikirim dan dilengkapi oleh instansi (prosedur : Fix 

Berkas Pengadaan) 

5) Ban yak perhitungan dan pemeriksaan manual terkait seperti kalkulasi CL TN, 

hukuman atau lainnya telah dibantu aplikasi secara otomatis. 

Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional yang menangani pensiun PNS tenaga 

fungsional tertentu menyatakan bahwa : 

"Untuk pelayanan proses pensiun re/atif mudah karena pada aplikasi SAPK 
sudah disiapkan fitur untuk me/ihat pegawai yang akan pensiun dan jumlah 
PNS yang pensiun dalam setahun tidak terlalu banyak. 
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Meskipun relatif mudah bukan berarti tidak ada kendala yang kadang 

menghambat, sebagaimana dikemukakan oleh user kenaikan pangkat dan pensiun 

struktural yaitu : 

"Untuk proses pengusulan pensiun dengan menggunakan SAP K relatif mudah 
dan tidak ada kendala berarti. Biasanya yang menjadi kendala adalah 
jaringan internet dan data PNS yang be/urn update. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan tergambar bahwa 

pelayanan pensiun dengan menggunakan SAPK relatif lebih mudah karena jumlah 

PNS yang pensiun disebebkan mencapai batas usia pensiun, meninggal janda/duda, 

ataupun mengajukan pengunduran diri dengan hak pensiun setiap tahunnya tidak 

terlalu banyak. Seperti halnya aplikasi atau pelayanan kepegawaian lainnya, yang 

sering menjadi hambatan adalah gangguan jaringan internet dan data yang harus 

diremajakan terlebih dahulu. 

d. Aplikasi Mutasi lain-lain 

Aplikasi mutasi lain-lain digunakan untuk proses peremajaan data yang 

dilakukan dengan mengakses aplikasi SAPK melalui browser seperti internet 

Explorer, Mozilla, Google Chrome dan yang lainnya dengan alamat 

https://sapk.bkn.go.id. 

Dalam proses peremajaan data dengan menggunakan SAPK, kendala yang 

biasa dihadapi adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang 

Pengolahan Data Kepegawaian sebagai berikut : 

"Yang menjadi kendala dalam proses peremajaan data dengan menggunakan 
SAPK adalah jaringan konektifitas data SAPK yang sering mengalami 
gangguan, dan kekurangan jumlah personil ". 
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Hal yang sama dikemukakan oleh user peremajaan data sebagai berikut : 

"Pada prinsipnya tidak ada kenda/a yang berarti, yang sering menghambat 
adalah jaringan untuk mengakses SAP K yang /am bat. 

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa proses 

peremajaan data melalui SAPK dapat berjalan dengan, yang sering menghambat 

adalah gangguan jaringan internet. 

c. Karakteristik 

Dalam pelaksanaannya SAPK ini memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1) Sistem yang terkoneksi secara on-line antara BKN Pusat, Kantor Regional BKN 

dan instansi dengan menggunakan jaringan komunikasi data. 

2) Menggunakan satu basis data PNS yang digunakan secara bersama. 

3) Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai standar baku 

yang disusun oleh BKN pusat. 

4) Sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi 

pengguna seperti penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), DP3, Penggajian 

dan sebagainya. 

Pendapat para informan terhadap karakteristik SAPK adalah hampir sarna 

karena sudah ada dalam ketentuan Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008. 

Hal ini dapat tergambar pada hasil wawancara dengan para informan. Kepala Sub 

Bidang Pengolahan Data Kepegawaian mengungkapkan bahwa : 

"Jaringan komunikasi data dalam SAPK terkoneksi secara on-line antara 
BKN, Kanreg. BKN dan ins/ansi daerah dengan menggunakaan basis data 
yang digunakan secara bersama ". 
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Pendapat senada dikemukakan oleh user Kenaikan Pangkat dan Pensiun 

struktural bahwa : 

"Bahwa SAPK ini merupakan sistem yang terkoneksi secara on-line antara 
BKN dan BKD,basis data digunakan secara bersama dengan struktur data 
dan tabe/ referensi yang sam a ". 

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa aplikasi SAPK yang 

digunakan di BKDD Kabupaten Nunukan jaringannya terkoneksi dengan BKN dan 

Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, dengan menggunakan basis data dan tabel 

referensi yang sama. 

d. Kelembagaan 

Dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian disebutkan bahwa SAPK ini 

dikelola oleh lembaga-lembaga sebagai berikut : 

I) BKN Pusat 

2) Kantor Regional BKN, dan 

3) Biro Kepegawaian!Badan!Bagian Kepegawaian Instansi 

Pendapat informan yang berkaitan dengan kelembagaan SAPK semuanya 

sama. user kenaikan pangkat dan pensiun struktural bahwa : 

"SAPK dike/a/a oleh BKN Pusat, Kanreg. BKN dan BKD, dimana setiap 
lembaga diberikan masing-masing kewenangan yang tentukan oleh BKN 
Pusat. Apa yang menjadi tugas dan kewenangan BKD, selama ini dapat kita 
laksanakan dengan baik ". 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang Pengolahan Data 

Kepegawaian berpendapat bahwa : 
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"Bahwa lembaga yang mengelola SAPK sudah diatur dalam Peraturan 
Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008, yaitu BKN, Kanreg. BKN dan BKD dan 
memiliki kewenangan masing-masing, akan tetapi tentunya BKN Pusat 
memiliki kewenangan yang lebih luas dari lembaga lainnya. Selama ini yang 
menjadi tugas dan kewenangan BKD dapat berjalan dengan baik ". 

Berdasarkan hasil wawancara tergambar bahwa BKDD Kabupaten Nunukan 

sebagai lembaga yang mengelola SAPK dapat menjalankan tugas dan kewenangan 

yang diberikan. 

e. Personil 

Untuk menangani dan mengelola SAPK ini perlu didukung oleh tenaga-tenaga 

atau personil yang memiliki kemampuan sebagai Pranata Komputer, Analisis 

Kepegawaian dan Operator Komputer. BKDD Kabupaten Nunukan memang belum 

memiliki personil Analisis Kepegawaian namum implementasi SAPK dalam 

pelayanan kepegawaian dapat betjalan dengan baik. Hal tersebut dikemukakan oleh 

Kepala Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Selama ini pemanfaatan SAPK sudah berjalan baik dengan dukungan 
personil pranata komputer dan operator komputer. Tenaga Ana/isis 
kepegawaian memang belum ada akan tetapi kita sudah menugaskan staf 2 
orang mengikuti diklat ana/isis kepegawaian di Ciawi. Jadi dalam waktu 
tidak terlalu lama lagi kebutuhan personil terse but akan terpenuhi ". 

Pemyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Pengolahan 

Data Kepegawaian bahwa : 

"Memang kita belum memiliki tenaga ana/isis kepegawaian tetapi selama ini 
pelayanan SAP K dapat berjalan lancar walaupun hanya didukung dengan 
tenaga operator komputer dan pranata komputer, karena personil yang ada 
sudah pemah mengikuti pelatihan dan bintek SAP K. Tapi sudah ada staf yang 
ditugaskan untuk mengikuti diklat ana/is kepegawaian ". 
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Dari hasil wawancara dengan informan tergambar bahwa ketersediaan 

personil operator komputer dan pranata komputer yang mengelola dan 

mengoperasikan SAPK cukup memadai. Akan tetapi personil yang memiliki 

kompetensi sebagai tenaga analisis kepegawaian belum tersedia. 

f. Sarana dan Prasarana 

Dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 disebutkan bahwa 

untuk menjalankan dan memanfaatkan diperlukan sarana dan prasarana : 

1) Perangkat keras (hardware), berupa personal komputer, server, switch dan printer. 

2) Perangkat lunak (software), yang sesuai dengan aplikasi yang dibangun oleh BKN. 

3) Penyiapan jaringan, dengan bandwitdth minimal 2 x 64 kbps dan network switch 

dengan spesifikasi standar. 

Untuk mengetahui sarana dan prasarana pendukung SAPK di Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan, pendapat informan dalam hal 

ini Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian menyatakan bahwa : 

"Sarana dan prasarana SAP K yang kita miliki sudah cukup memadai, 
spesifikasinya diatas ketentuan BKN, malah kita sudah memasang VPNIJP 
dari Telkom untuk mengakses SAP K. Yang sering menjadi kendala adanya 
gangguan jaringan ". 

Pendapat yang senada diungkapkan oleh user kenaikan pangkat dan pensiun 

struktural bahwa: 

"Saya kira sarana dan prasarana yang kita miliki sudah cukup memadai 
untuk mengoperasikan SAP K, spesifikasinya sudah memenuhi ketentuan BKN. 
Walaupun kita sudah memasang VPNIJP tapi jaringan sering menjadi 
kendala". 
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Dari hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa sarana dan prasarana untuk 

mengoperasikan SAPK di BKDD Kabupaten Nunukan cukup memadai, bahkan 

diatas spesifikasi yang direkomendasikan oleh BKN. 

2. Aspek-aspek Pendorong dan Penghambat Implementasi Sistem Aplikasi 

Pelayanan Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 

Nunukan 

a. Komunikasi 

Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang cara atau upaya dalam proses 

penyampaian informasi. Proses penyampaian informasi mengenai tujuan kebijakan, 

yaitu terjadi antara pembuat kebijakan dan pelaksana implementasi agar apa yang 

diharapkan oleh pembuat kebijakan dapat tercapai 

Selain penyampaian informasi mengenai prosedur dan tujuan kebijakan, maka 

aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya kejelasan atas informasi yang 

disampaikan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan atau pihak 

yang terlibat dalam implementasi kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan 

agar tidak terjadi perbedaan persepsi. 

lmplementasi kebijakan harus konsisten, jelas dan bersih sehingga 

implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif. lnformasi jelas dan 

bersih, akan tetapi instruksi/ perintah berlawanan dengan informasi yang diterima, 

maka akan sulit untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan mudah terhadap 

pelaksanaan operasional untuk mempercepat implementasi. 

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai leading 

sector yang bertanggung jawab penuh dalam mengimplementasikan SAPK (Sistem 
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Aplikasi Pelayanan Kepegawaian). Agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan 

lancar maka Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan mempunyai 

peranan komunikasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, dan dituntut 

kemampuannya untuk menyampaikan, mensosialisaikan dan mengkoordinasikan 

kebijakan SAPK. Faktor komunikasi merupakan satu penentu terlaksananya 

kebijakan tersebut. 

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan telah 

mengkomunikasikan kebijakan SAPK tersebut kepada satuan ketja lain, sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 

Nunukan sebagai berikut: 

"Untuk mensosialisasikan kebijakan SAP K ini dalam pe/ayanan kepegawaian 
tidak ada forum atau rapat khusus. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 
Kabupaten Nunukan menyampaikan kebijakan SAP K dengan cara mengirim 
sural dari Sekretaris Daerah kepada SKPD tentang pelayanan kepegawaian 
dengan menggunakan SAP K. Sosialisasi tentang penggunaan SAP K juga 
biasanya kami sampaikan pada saat PNS datang ke kantor untuk keperluan 
tertentu yang berkaitan dengan kepegawaian ". 

Selanjutnya pemyataan dari Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional bahwa : 

"Sosialisasi pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun dengan SAPK 
disampaikan melalui surat Sekretaris Daerah kepada semua SKP D. 
Sosialisasi juga kami sampaikan pada saat PNS mengantar berkas usulan 
naik pangkat ataupun pensiun ". 

Selanjutnya pemyataan dari Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural bahwa : 

"Sosialisasi biasanya dilakukan dengan cara mengirim sural dari Sekretaris 
Daerah kepada SKP D bahwa pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun 
menggunakan SAP K. Selain itu sosialisasi juga disampaikan pada saat 
pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun PNS ke Badan Kepegawaian dan 
Diklat Daerah Kabupaten Nunukan ". 

42531.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



108 

Berdasarkan basil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa 

penyampaian informasi kebijakan SAPK disosialisasikan oleh implementor dalam 

bentuk surat edaran dan penyampaian secara langsung pada saat PNS ke kantor 

untuk keperluan yang berkaitan dengan kepegawaian. 

b. Sumberdaya 

Informasi tentang proses implementasi kebijakan mungkin telah disampaikan 

dengan jelas dan konsisten tetapi jika pelaksana kekurangan sumberdaya yang 

diperlukan untuk menyelesaikan implementasi kebijakan maka pengimplementasian 

suatu kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. 

Dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan tentu saja perlukan 

pelaksana guna mendukung terlaksananya program atau kebijakan dengan baik. 

Tanpa adanya personil untuk melaksanakan suatu program atau kebijakan, maka 

program atau kebijakan apapun tidak dapat berjalan dengan baik dan hanya akan 

tinggal sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. 

Selain jumlah pelaksana yang memadai juga diperlukan adanya pelaksana 

yang kompeten dalam menjalankan program tersebut, karena apabila jumlah 

pelaksana telah mencukupi, namun tanpa diimbangi dengan kemampuan atau 

keahlian dalam menjalankan program, maka dalam proses pelaksanaannya tidak 

dapat berjalan dengan maksimal. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil 

merupakan hal yang sangat penting agar pelaksanaan program atau kebijakan 

lebih efisien dan efektif, dimana kadangkala pelaksanaan suatu kegiatan 

terhambat selain karena jumlah pelaksana yang tidak memadai dan juga pada 

kurangnya kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaksana. 
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Selain berupa sumberdaya yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu 

faktor pendukung dari sumberdaya yang juga tak kalah pentingnya dalam 

pelaksanaan program atau kebijakan, yaitu ketersediaan fasilitas dalam proses 

pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Salah satu fasilitas pendukung yaitu 

tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau 

kebijakan karena tanpa sarana pendukung seperti bangunan sebagai kantor untuk 

melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, maka besar kemungkinan implementasi 

yang direncanakan tidak akan berhasil. 

Ketersediaan sumberdaya yang memadai merupakan salah satu syarat bagi 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan, begitu juga halnya dengan kebijakan 

SAPK. Sumberdaya merupakan mesin penggerak dan menjadi energi bagi 

terlaksananya suatu program. 

Dalam mengimplementasikan kebijakan SAPK, Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerah Kabupaten Nunukan berusaha semaksimal mungkin menyiapkan 

sumberdaya yang diperlukan. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa : 

"Ketersediaan sumber daya staf/pelaksana yang menangani SAPK dalam 
pelayanan kepegawaian sudah cukup karena semua pegawai pada masing
masing bidang diberdayakan termasuk non PNS apabila ada pekerjaan yang 
harus diselesaikan, sedangkan kemampuan staf/ pelaksana belum optimal 
walaupun sebagian besar sudah pernah mengikuti bimbingan teknis dan 
pelatihan SAPK, karena mengacu pada Perka. BKN No. 20 Tahun 2008 
bahwa untuk mengoperasikan SAP K perlu didukung dengan tenaga fungsional 
Ana/isis Kepegawaian, Pranata Komputer dan Operator Komputer. Kami 
sama sekali belum memiliki tenaga ana/isis kepegawaian, pranata komputer 
satu orang, sedang untuk operator komputer sudah cukup memadai. Seperti 
yang saya sebutkan sebelumnya bahwa yang sering menjadi hambatan adalah 
jaringan internet untuk konektivitas SAPK". " 
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" Sarana dan prasarana fisik masih perlu peningkatan kedepan, gedung 
kantor belum representatif, ruang kerja yang sempit, be/urn ada ruang khusus 
untuk pelayanan SAP K, jum/ah komputer perlu ditambah sehingga ada 
komputer khusus yang digunakan untuk SAP K ". 

"Anggaran untuk kegiatan SAP K dialokasikan pada kegiatan Bidang INKA 
tetapi hanya terbatas untuk anggaran pemeliharaan dan untuk honorarium 
bagi yang termasuk dalam Tim SAPK". 

Kemudian masih terkait dengan sumberdaya, Kepala Sub Bidang Mutasi 

Fungsional mengatakan bahwa : 

"Personil di sub bidang mutasi fungsional sebenarnya jumlahnya sudah 
cukup yaitu sebanyak 4 orang, yang menangani pengoperasian SAP K 3 
orang, 2 orang user dan 1 orang verifikasi berkas usulan. Yang kami 
butuhkan adalah tenaga fungsional Ana/isis Kepegawaian yang akan 
melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap berkas usulan masuk sebelum 
diinput di SAPK". 

" Sarana dan prasarana yang kurang memadai, ruang kerja yang sempit, 
tidak ada ruang khusus untuk pelayanan kenaikan pangkat, jumlah komputer 
hanya ada 2 uni. Kami juga perlu penambahan printer, pengadaan laptop dan 
jaringan khusus VPN-IP ". ". 

" Kami tidak ada anggaran untuk penggunaan SAPK, kami hanya 
mengoperasikannya. Kegiatan SAP K anggarannya dialokasikan pada 
kegiatan Bidang INKA ". 

Hal yang sama dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural 

mengatakan bahwa : 

"Jumlah personil di sub bidang mutasi struktural sebanyak 3 orang, yang 
menangani pengoperasian SAP K hanya 2 orang, 1 orang user dan 1 orang 
verifikasi berkas usulan, jadi dari sisi kuantitas jumlahnya masih kurang. 
Walaupun staf/user sudah pernah mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan 
SAPK, akan tetapi mengacu pada Perka. BKN No. 20 Tahun 2008 bahwa 
untuk mengoperasikan SAP K perlu didukung dengan tenaga fungsional 
Ana/isis Kepegawaian, Pranata Komputer dan Operator Komputer. Kami di 
bidang mutasi sama sekali belum memi/iki tenaga ana/isis kepegawaian, dan 
pranata komputer ". 

" Sarana dan prasarana yang ada masih terbatas, ruang kerja yang sempit, 
tidak ada ruang khusus untuk pelayanan kenaikan pangkat, komputer PC 
tidak ada, yang dipakai untuk pengoperasian SAP K menggunakan 
notebook/laptop ". 
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Pernyataan yang berkaitan dengan sumberdaya juga dikemukakan oleh Kepala 

Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai bahwa : 

"Untuk pengusulan NIP dalam SAP K semuanya di/akukan oleh operator a tau 
user SAPK yang ada di Bidang INKA. Jadi saat ini di Bidang PKHP tidak 
memiliki operator/user SAP K ". 

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh Staf Bidang Mutasi sekaligus user 

kenaikan pangkat dan pensiun fungsional bahwa : 

"Untuk personi/ sudah cukup, tapi kami per/u ada pelatihan at au bintek 
tentang SAP K ". 

Dari berbagai informasi diatas secara umum tergambar bahwa ketersediaan 

sumber daya staf I pelaksana terhadap implementasi kebijakan SAPK di BKDD 

Kabupaten Nunukan sudah cukup memadai, sedang untuk kemampuan sumber daya 

staf masih perlu ditingkatkan. Begitu pula dengan anggaran yang disediakan juga 

masih belum memenuhi kebutuhan. Sarana dan prasaran fisik masih perlu 

peningkatan. Gedung kantor belum representatif, ruang kerja kecil dan sempit 

sehingga diperlukan tempat yang memenuhi syarat agar pelayanan kepegawaian 

dapat berjalan dengan baik. 

c. Disposisi 

Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan 

dukungan para pelaksana terhadap program atau kebijakan. Sikap dan dukungan 

sangat penting dalam proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap apa 

yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian tujuan. Bila para pelaksana 

atau implementor kebijakan terpecah belah dalam hal sikap dan dukungan 
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tersebut maka apa yang akan dicapai dari suatu kebijakan tidak akan tercapai secara 

efektif dan efisien, karena akan menghadapai banyak rintangan dan kendala dari 

aparat pelaksana kebijakan itu sendiri, dimana pelaksanaan program atau kebijakan 

kadangkala bermasalah apabila pelaksana yang terkait didalamnya tidak dapat 

menjalankan program atau kebijakan dengan baik. Apabila pelaksana memiliki 

disposisi yang baik, maka dia akan melaksanakan program atau kebijakan dengan 

baik seperti yang didinginkan oleh pembuat kebijakan, sedangkan apabila pelaksana 

memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan 

suatu program atau kebijakan juga tidak akan efektif dan efisien. 

Komitmen atau kemauan merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi program sangat 

bergantung pada komitmen yang kuat untuk melaksanakaan kebijakan. Komitmen 

harus dimiliki oleh birokrasi pelaksana program yang menjadi target atau sasaran 

kebijakan. Dengan adanya komitmen berbagai masalah dalam implementasi 

kebijakan bisa dipecahkan karena setiap pelaksana program berpikir dan bertindak 

untuk kesuksesan implementasi kebijakan. 

Implementor atau pelaksana memiliki komitmen yang kuat dalam pelayanan 

kepegawaian dengan menggunakan SAPK. Hal ini terlihat dari sikap implementor 

dalam melaksanakan tugasnya. Demikian pemyataan dari Kepala Badan 

Kepegawaian dan Diklat daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut : 

"Kebijakan penggunaan SAP K sampai saat ini dapat kami terima dan 
laksanakan dengan baik karena lebih mempercepat dalam pelayanan 
kepegawaian. Staf pada masing-masing bidang bertugas dengan penuh 
semangat dan tanggungjawab ". 
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Pernyataan lainnya ditambahkan oleh Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional 

bahwa: 

"Kebijakan penggunaan SAPK sampai saat ini dapat kami terima dan 
laksanakan dengan baik karena lebih mempercepat dalam pelayanan 
kenai/can pang/cat dan pensiun PNS". 

Hal senada dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang Mutasi Strukturl bahwa: 

" Kami sangat mendukung dengan adanya kebijakan SAPK dalam proses 
pelayanan kenai/can pangkat yang mana dalah hal ini dapat lebih 
mempercepat dan mempermudah pekerjaan ". 

Staf sekaligus user peremajaan data pada Bidang INKA juga mengemukakan 

sikapnya terhadap kebUakan SAPK dalam pelayanan kepegawaian bahwa: 

"Kebijakan SAPK bagus karena dapat mengetahui data PNS yang tidak 
update dan dapat merubahnya dengan cepat sepanjang itu menjadi 
kewenangan kami. Selain itu juga dapat dilakukan sinkronisasi data antara 
database BKN dan database di SIMP EG ". 

Selain sikap implementor, pengangkatan birokrat juga dapat membuat 

implementor mempunyai komitmen dalam melaksanakan tugasnya. Mengenai 

pengangkatan birokrat dapat dilihat dari pemyataan Kepala Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Agar pengguna at au implementor yang menangani SAP K mempunyai 
komitmen dalam melaksanakan tugasnya maka ditunjuk dan diangkat secara 
formal melalui Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim SAPK. Walaupun 
sesungguhnya sudah merupakan tugas pokok danfungsi masing-masing". 

Pendapat senada dikemukan oleh user peremajaan data Bidang INKA bahwa : 

"Kami ada penunjukan dan pengangkatan sebagai anggota Tim SAPK 
melalui SK. Bupati Nunukan ". 

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang Pengadaan dan 

Pengembangan Pegawai perihal pengangkatan birokrat, bahwa : 

42531.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



114 

"Untuk operator SAP K dilaksanakan di Bidang INKA, tidak ada penunjukan 
khusus di Bidang PKHP untuk pelayanan SAPK, walaupun pelayanan 
pengadaan untuk penetapan NIP merupakan tupoksi bidang kami ". 

Pendapat senada dinyatakan oleh Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural 

bahwa: 

"Pada awal penggunaan SAP K semua pengguna/implementor yang terlibat 
memang ada penunjukan dan pengangkatan secara formal melalui Keputusan 
Bupati tentang Pembentukan Tim SAP K, namun sekarang kami tidak tahu 
apakah Tim SAP K itu masih ada a tau tidak, yang membuat SK-nya biasanya 
Bidang INKA. Tapi walaupun tidak ada penunjukan khusus, kami tetap 
bekerja karena sudah menJpakan tupoksi masing-masing bidang". 

Pernyataan yang sama perihal pengangkatan birokrat juga dikemukakan oleh 

staf/user kenaikan pangkat dan pensiun fungsional bahwa: 

"Sebelumnya ada penunjukan dalam bentuk SK Bupati, tapi tahun lalu kami 
sudah tidak menerima SK. Tapi walaupun tidak ditunjuk sebagai personil tim, 
kami tetap bekerja dengan menggunakan SAPK". 

Selain sikap implementor dan pengangkatan birokrat, insentif juga merupakan 

elemen yang berkaitan proses kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 

Dengan adanya insentif dapat menjadi faktor pendorong yang membuat para 

implementor melaksanakan perintah dengan baik. Karena tidak dapat dipungkiri 

bahwa sikap dan komitmen pelaksana dapat ditingkatkan dengan upaya pemberian 

insentifyang mencukupi. 

Adapun pemyataan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan mengenai insentif sebagai berikut : 

"Untuk mendorong implementor yang tergabung dalam Tim SAP K untuk 
melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab maka 
diberikan insentif setiap bulan walaupun besarannya relatif kecil ". 

42531.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



115 

Pendapat yang sama dikemukan oleh user peremajaan data Bidang INKA 

bahwa: 

"&bagai anggota Tim SAPK, kami menerima insentifsetiap bulannya dengan 
jumlah yang cukup ". 

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang Pengadaan dan 

Pengembangan Pegawai perihal insentif, bahwa : 

"Tidak ada insentif yang kami terima yang terkait dengan penggunaan 
SAPK". 

Pendapat senada dinyatakan oleh Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural 

bahwa: 

"Jnsentif hanya diberikan kepada implementor yang tergabung dalam Tim 
SAP K, sedang kami yang tidak termasuk dalam Tim tidak mendapatkan 
insentif. Kami sih berharap ada juga insentif karena kadang kami lembur 
sampai malam apabila banyak berkas usulan naik pangkat yang akan diinput 
dalam SAPK". 

Pemyataan yang sama perihal pemberian insentif juga dikemukakan oleh 

staff user kenaikan pangkat dan pensiun fungsional bahwa: 

"Sebelumnya kami pernah menerima insentif, tapi sekarang tidak ada lagi. 
Kami sih berharap tetap ada karena kadang kami sering /embur kalau banyak 
berkas yang hams di input da/am SAP K ". 

Dari berbagai pendapat infonnan diatas, tergambar bahwa faktor disposisi 

dimana para implementor tidak seluruhnya diangkat sebagai personil Tim SAPK dan 

para implementor juga tidak seluruhnya diberikan insentif. Hanya personil pada 

Bidang lnformasi Kepegawaian yang tergabung dalam Tim SAPK dan diberikan 

insentif. 

d. Struktur Birokrasi 
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Menurut Edward III, variabel keempat yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk 

melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa 

yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu 

kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi 

karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. 

Birokrasi merupakan salah institusi yang paling senng bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam 

struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi 

pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan 

untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ada dua karakteristik utama dari 

birokrasi yaitu Standard Operational Procedure (SOP) dan Fragmentasi. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut : 

"Juklak atau mekanisme sebagai SOP untuk implementasi SAPK sudah 
diformalkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 
Tahun 2008" 

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional 

adalah sebagai berikut : 

"Juklak atau mekanisme proses kenaikan pangkat dan pensiun sebagai SOP 
untuk,mengoperasikan SAPK sudah diformalkan dalam Buku Panduan SAPK 
dan Perka. BKN No. 20 Tahun 2008 ". 

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bidang 

Pengadaan dan Pengembangan Pegawai adalah sebagai berikut : 
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"Juklak dan SOP pelayanan pengadaan disusun dalam Buku Panduan SAP K 
dan modulnya sudah dibakukan dalam Perka. BKN No. 20 Tahun 2008 ". 

Wawancara juga dilakukan dengan user kenaikan pangkat dan pensiun 

fungsional, dan berpendapat bahwa : 

"SOP pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun dapat dilihat pada Perka. 
BKN Nomor 20 Tahun 2008 dan pada Buku Pedoman SAPK". 

Pendapat yang sarna juga dikemukakan oleh user peremajaan data pada 

Bidang INKA bahwa : 

"SOP atau petunjuk peremajaan data dalam SAP K sudah disusun oleh BKN 
dalam bentuk Buku Pedoman SAPK" 

Selain SOP, aspek fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab untuk 

melaksanakan implementasi kebijakan sangat dibutuhkan agar setiap implementor 

mengetahui dan paham akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam 

pelaksanaan suatu program, kadangkala terdapat penyebaran tanggung jawab 

diantara beberapa unit keija maupun instansi, sehingga dibutuhkan adanya 

koordinasi dan keijasama antara pihak-pihak yang terkait tersebut 

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara Kepala Badan Kepegawaian 

dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

" Secara umum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan 
kepegawaian, penyebaran tugas dan tanggungjawab diberikan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang sesuai dengan Peraturan 
Bupati tentang tugas pokok dan fungsi. Sedang untuk tugas implementasi 
SAP K diberikan tugas dan tanggung masing-masing sesuai dengan Keputusan 
Bupati tentang Pembentukan Tim SAP K " 

Pemyataan yang sarna juga disampaikan oleh staf!user peremajaan data pada 

Bidang INKA bahwa : 
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"Secara teknis yang ditunjuk bergabung dalam Tim SAPK ada pembagian 
tugas dan tanggung jawab tetapi tidak dijelaskan secara rinci dalam SK Tim. 
Jadi selama ini kami bekerja karena memang sudah menjadi tupoksi bidang 
INKA ". 

Pemyataan yang berbeda disampaikan o oleh Kepala Sub Bidang Pengadaan 

dan Pengembangan Pegawai bahwa : 

"Wa/aupun pe/ayanan pengadaan merupakan sa/ah satu bagian dari SAPK, 
tapi tidak ada satu pun personi/ bidang kami yang ditunjuk sebagai anggota 
Tim SAPK, maka penyebaran tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Tim 
SAP K tidak ada". 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional, 

bahwa: 

"Secara umum pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun memang sudah 
menjadi tupoksi kami di Bidang Mutasi Pegawai. Penyebaran tugas dan 
tanggung jawab diberikan mengacu pada Peraturan Bupati tentang tugas 
pokok dan fungsi. Akan tetapi penyebaran tugas dan tanggung jawab 
pengoperasian SAPK di bidang kami tidak ada, karena tidak ada personil di 
bidang mutasi yang ditunjuk sebagai anggota Tim SAPK". 

Dari pemyataan tersebut diatas, diketahui bahwa prosedur yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan SAPK diatur dalam bentuk tatacara baku 

pelaksanaan, yang lebih dikenal dengan SOP, SOP inilah yang menjadi acuan untuk 

seluruh pelaksana kebijakan dalam bekerja. 

Kemudian dari pemyataan informan tersebut diatas, juga dapat diketahui 

bahwa bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan kebijakan SAPK berjalan dengan baik, ini terlihat dengan kesigapan para 

pelaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul ini dilihat dari 

tanggungjawab yang dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki 
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3. Upaya-upaya Untuk Optimalisasi Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan. 

Walaupun kebijakan SAPK sudah dapat diimplementasikan dalam pelayanan 

kepegawaian yang meliputi pelayanan pengadaan untuk penetapanNIP, pelayanan 

kenaikan pangkat, pensiun dan mutasi lain-lain untuk peremajaan data, namun 

dalam pelaksanaannya belum maksimal sehingga diperlukan upaya-upaya agar tujuan 

kebijakan SAPK dapat tercapai. Sesuai dengan tujuan awal penelitian yang ingin 

rnelihat upaya-upaya dalam rangka untuk optimalisasi implementasi SAPK di Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan. Dari hasil wawancara dari 

beberapa informan dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Komunikasi 

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari 

implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan SAPK dalam pelayanan 

kepegawaian di BKDD Kabupaten Nunukan sudah dikomunikasikan atau 

disampaikan kepada SKPD dan kepada staf. Selama ini kebijakan SAPK hanya 

disosialisasikan lewat Surat Edaran Sekretaris Daerah dan penyampaian secara lisan 

pada saat PNS berurusan di BKDD Kabupaten Nunukan. Bentuk sosialisasi yang 

dilakukan dianggap belum efektif, . karena isi surat edaran tersebut belum tentu 

sampai kepada semua staf yang ada di SKPD. Oleh karena itu diperlukan bentuk 

komunikasi atau sosialisasi dalam bentuk yang lain. 

Berkaitan dengan hal tersebut Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan mengungkapkan sebagai berikut: 
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"Selama ini kebijakan SAPK disosialisasikan dalam bentuk sural edaran, 
agar lebih optimal ke depan akan dilakukan sosialisasi melalui forum khusus 
atau pertemuan sehingga bisa terjadi dialog interaktif terutama untuk SKPD 
dikecamatan-kecamatan ". 

Pemyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Mutasi 

Fungsional sebagai berikut: 

"Bahwa PNS tenaga fungsional lebih banyak bertugas di kecamatan
kecamatan, sosialisasi dalam bentuk sural edaran sepertinya tidak cukup, 
perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk pertemuan atau tatap muka 
sehingga bisa terjadi tanyajawab tentang kebijakan SAPK". 

Dari informan tergambar bahwa diperlukan bentuk sosialisasi dalam bentuk 

Jain berupa pertemuan atau tatap muka sehingga memungkinkan terjadinya dialog 

ataupun tanya jawab. 

b. Sumberdaya 

Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program atau 

kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan, jika kebijakan 

tersebut akan terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. 

Sumberdaya pendukung kebijakan SAPK di Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kabupaten Nunukan yang perlu ditingkatkan adalah sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural yaitu sebagai berikut: 

"User kenaikan pang kat dan pensiun perlu ditambah 1 orang menjadi 2 orang 
karena selama ini user yang ada kadang lembur sampai malam untuk 
menginput usulan kenaikan pangkat. Selain itu sangat diperlukan adanya 
tenaga ana/is kepegawaian yang memverifikasi berkas sebelum diinput ke 
dalam SAP K". 

. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang 

Pengadaan dan Pengembangan sebagai berikut : 
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"Personil untuk mengoperasikan SAP K sebagai user pengadaan dilakukan 
oleh user bidang INKA, seharusnya personil dibidang kami ada yang ditunjuk 
sebagai user pengadaan ". 

Dari informan tergambar bahwa untuk optimalisasi SAPK diperlukan 

penambahan sumberdaya baik kualitas maupun kuantitas. Pengangkatan user 

pengadaan dan penambahan user kenaikan pangkat. 

c. Disposisi 

Kebijakan SAPK dalam pelayanan kepegawaian di Badan Kepegawaian dan 

Diktat Daerah Kabupaten Nunukan selama ini dapat terlaksana berkat dukungan dan 

komitmen para pelaksana pada masing-masing bidang. Hal yang berkaitan dengan 

disposisi adalah pengangkatan birokrat secara formal dan pemberian insentif. Namun 

demikian tidak semua implementor yang mengoperasikan SAPK diangkat secara 

formal dan diberikan insentif, hal ini tentunya dapat menimbulkan ketidaksamaan 

sikap dalam melaksanakan program dan kebijakan. Berkenaan dengan hal tersebut, 

Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional mengungkapkan pendapat sebagai berikut : 

"&baiknya semua pengguna SAP K ditunjuk sebagai Tim SAP K dan kalau 
ada insentif semuanya harus diberikan sehingga tidak menimbulkan 
kecemburuan ". 

Hal senada juga disampaikan oleh user kenaikan pangkat dan pensmn 

struktural bahwa : 

"Kalau teman-teman user lain diangkat secara formal tergabung dalam Tim 
SAP K dan diberikan insentif, kami sih berharap juga demikian, karena kami 
juga sebagai pelaksana kebijakan SAPK". 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diketahui bahwa untuk 

menghindari kecemburuan, maka semua implementor sebaiknya diangkat secara 

formal sebagai anggota Tim dan juga diberikan insentif secara wajar. 

d. Struktur Birokrasi 

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, 

ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini 

akan menghambat jalannya kebijakan. Ruang lingkup kebijakan SAPK meliputi 

berbagai pelayanan sehingga terjadi penyebaran tanggung jawab. Untuk itu 

dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik. 

Dari wawancara yang dilakukan dengan user kenaikan pangkat dan pensiun 

struktural yang menyatakan bahwa : 

"Selama ini kami selalu berkoordinasi dengan bidang INKA apabila terdapat 
data P NS yang belum update pada aplikasi SAP K ". 

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang Pengolahan Data 

Kepegawaian sebagai berikut : 

"Koordinasi pengoperasian SAPK selama ini biasanya kami lakulum apabila 
ada hal yang diperlukan, sebaiknya dilakukan secara rutin sehingga 
kerjasama dalam pemanfaatan SAP K lebih optimal. 
Dari hasil wawancara dengan para informan dapat diketahui bahwa koordinasi 

selama ini di antara sesama implementor SAPK pada masing-masing bidang sudah 

berjalan dengan baik, akan tetapi hanya pada saat tertentu, dan ke depan akan 

dilakukan secara rutin 

C. Pembahasan 

1. Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat dijelaskan 

sejauhmana implementasi atau pelaksanaan kebijakan SAPK ini dapat berjalan 

memenuhi tuntutan dari isi kebijakannya, atau sejauhmana implementor/pelaksana 

yang ada di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan ini mampu 

menyelenggarakan pedoman pelayanan kepegawaian dengan menggunakan SAPK di 

Kabupaten Nunukan secara maksimal. Dari hasil wawancara dengan para informan 

diketahui bahwa secara umum proses pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. 

Semua isi dan ketentuan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Pedoman Pemanfaatan SAPK sudah terlaksana dengan baik nanmn belum 

secara optimal. 

a. Tujuan 

Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa 

Manajemen ASN adalah pengelolaan untuk menghasilkan pegawai ASN yang 

profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih 

dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk menjamin itu semua maka 

diperlukan Informasi ASN yaitu serangkaian informasi dan data mengenai Pegawai 

ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi berbasis teknologi. 

Dari pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa Manajemen ASN itu bersifat 

dinamis dalam rangka pengelolaan pegawai. Dari sisi kepegawaian langkah penyajian 

informasi ini dapat dilakukan dengan cara menghimpun data mutasi kepegawaian 

dalam format Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dibangun oleh 

Badan Kepegawaian Negara. 
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Aplikasi SAPK dapat digunakan secara online oleh seluruh mitra kerja BKN 

untuk pelayanan kepegawaian seperti informasi PNS, Kenaikan Pangkat, Pensiun, 

Penetapan NIP dan mutasi lainnya. Hal ini tentu akan meningkatkan akurasi data 

PNS yang berdampak terhadap clean government dan good-governance. Untuk 

mendukung implementasi SAPK telah dikeluarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan SAPK, sehingga SAPK dapat digunakan 

BKD dan pengelola kepegawaian lainnya. 

Dari hasil wawancara dengan para informan dapat dirumuskan bahwa dalam 

Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 berisi beberapa ketentuan dan 

penjelasan yang meliputi antara lain ruang lingkup, karakteristik, personil, sarana dan 

prasarana dan ketentuan umum lainnya, sehingga dengan demikian tujuan dari 

dikeluarkannya Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 untuk dapat dijadikan 

pedoman dan memudahkan instansi pengguna dalam pemanfaatan SAPK termasuk 

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan dapat terlaksana . 

b. Ruang Lingkup dan Modul SAPK 

1) Aplikasi Pengadaan 

Sebelum menggunakan SAPK, pelayanan pengadaan untuk pengusulan 

penetapan NIP dilakukan secara manual. Setelah peserta dinyatakan lulus ujian, maka 

yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Setelah 

persyaratan lengkap diteruskan ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin untuk 

dilakukan verifikasi. Apabila ada berkas yang tidak lengkap, Kanreg. BKN 
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memberitahukan secara tertulis. Proses seperti ini tidak efisien dan efektif karena 

memerlukan waktu yang cukup lama. 

Pelayanan kepegawaian khususnya pengadaan dilakukan sekali dalam setahun 

yang usulan formasinya disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi. Setelah usulan diterima dan disetujui maka langkah 

selanjutnya adalah mengusulkannya melalui SAPK, sehingga data pegawai barn 

langsung masuk ke dalam database nasional dan secara sistem juga akan 

mendapatkan penetapan NIP (Nomor Identitas Pegawai). Kebijakan SAPK sudah 

digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan untuk 

pelayanan pengadaan PNS formasi urn urn, tenaga honorer kategori I (K 1 ), honorer 

kategori II (K.II) dan formasi khusus dokter. Dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 

20 Tahun 2008 disebutkan bahwa aplikasi pengadaaan PNS digunakan untuk proses 

pengusulan NIP, yang meliputi : 

a) Pengendalian formasi 

b) Usul dari instansi 

c) Penomoran agenda usul penetapan NIP 

d) Penetapan NIP di BKN, dan 

e) Pencetakan Surat Keputusan. 

Proses pengadaan untuk penetapan NIP yang dilakukan dengan menggunakan 

SAPK dapat dilaksanakan secara baik tanpa kendala yang berarti, kecuali jaringan 

internet yang sering memperlambat dalam proses pengusulan pada SAPK. 

2) Aplikasi Kenaikan Pangkat 
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Proses pelayanan kenaikan pangkat sebelum menggunakan SAPK dilakukan 

secara manual. Semua berkas yang diusulkan oleh PNS yang merasa akan naik 

pangkat ke BKDD Kabupaten Nunukan, langsung diserahkan ke BKN Kantor 

Regional VIII Banjarmasin tanpa ada penyaringan sehingga pada saat verifikasi 

terdapat banyak berkas yang tidak lengkap, bahkan PNS tersebut tidak memenuhi 

syarat untuk dinaikkan pangkatnya. 

Pelayanan Kenaikan Pangkat dilaksanakan dua kali atau dua periode daiam 

setahun yaitu periode bulan April dan periode bulan Oktober. Setiap periode kenaikan 

pangkat mempunyai batas waktu akhir pengusulan berkas secara elektronik melalui 

SAPK, yaitu periode April batas akhir pengusulan berkas secara elektronik pada 

setiap tanggal 28 Februari, sedangkan untuk periode bulan Oktober batas akhir 

pengusulan berkas secara elektronik pada tanggal 31 Agustus. Pengusulan kenaikan 

pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I, III/d ke bawah pengusulannya langsung ke 

Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, sedang untuk pangkat/golongan Pembina, 

IV /a dan Pembina Tingkat I, IV /a diusulkan ke Kantor Regional VIII BKN 

Banjarmasin oleh Gubemur. Kenaikan pangkat untuk pangkat/golongan Pembina 

Utama Muda ke atas diusulkan ke BKN Pusat. 

Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan sudah 

menggunakan SAPK untuk proses kenaikan pangkat pada periode April 2013. Sesuai 

dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008, disebutkan bahwa aplikasi 

kenaikan pangkat PNS, meliputi kegiatan sebagai berikut : 
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a) Usul pennintaan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS yang berpangkat 

Pembina Tingkat I golongan ruang IV lb ke bawah dari instansi. 

b) Usul pennintaan nota pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS yang berpangkat 

Pembina Utama Muda golongan ruang IV /c ke atas dari instansi. 

c) Pengagendaan usul pennintaan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS 

yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV lb ke bawah dari instansi. 

d) Pengagendaan usul pennintaan nota pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS 

yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dari instansi. 

e) Pengecekan usul pennintaan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS yang 

berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV lb ke bawah dari instansi. 

f) Pengecekan Usul pennintaan nota pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS 

yang berpangkat Pembina Utama golongan ruang IV /c ke atas dari instansi. 

g) Pencetakan nota persetujuan I pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS. 

h) Pencetakan Surat Keputusan kenaikan pangkat PNS oleh instansi. 

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan mengajukan usul 

kenaikan pangkat per periode rata-rata 300-400 usulan, namun dalam pelaksanaannya 

belum berjalan optimal. Hal ini dapat terlihat pada penerimaan Surat Keputusan 

kenaikan pangkat yang tidak tepat waktu sesuai periode kenaikan pangkat PNS. 

Kenaikan pangkat periode 1 April diterima pada bulan Mei atau Juni. Demikian 

halnya dengan kenaikan pangkat periode 1 Oktober baru dapat diterima pada bulan 

November maupun Desember. Yang sering menjadi kendala adalah jaringan internet 

untuk mengakses SAPK sering mengalami gangguan dan data PNS yang akan naik 
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pangkat belum update sehingga harus diremajakan terlebih dahulu sebelum diusulkan 

dalam SAPK untuk proses kenaikan pangkat. 

3) Aplikasi Pensiun 

Walaupun jumlah PNS yang pensiun tidak terlalu banyak, namun sebelum 

menggunakan SAPK prosesnya memerlukan waktu yang lama. Berkas usulan 

pensiun yang diajukan ke BKDD dan selanjutnya diteruskan ke Kanreg. VIII BKN 

Banjarmasin untuk dilakukan verifikasi secara manual. Apabila ada berkas yang tidak 

lengkap, perbaikannya memerlukan waktu yang lama karena menunggu 

pemberitahuan tertulis dari BKN. 

Proses pelayanan kepegawaian selanjutnya pada Badan Kepegawaian dan 

Diktat Daerah Kabupaten Nunukan yang menggunakan aplikasi SAPK adalah proses 

pelayanan pensiun. Proses pelayanan pensiun dilakukan 6 bulan sebelum masa 

pensiun bagi pegawai negeri sipil yang memasuki batas usia pensiun. Untuk 

melakukan usulan pensiun harus menggunakan SAPK. 

Proses pensiun sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 

disebutkan bahwa aplikasi pensiun PNS meliputi kegiatan sebagai berikut : 

a) Usul permintaan penetapan surat keputusan pensiun PNS serta janda/dudanya 

karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, tewas dan cacat karena 

dinas bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I go Iongan ruang IV /b ke 

bawah dari instansi. 

b) Usul permintaan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian dan 

pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun sertra penetapan 
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pensiun janda/dudanya bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda 

go Iongan ruang IV /c ke atas dari instansi. 

c) Usul permintaan permintaan teknis pemberhentian dengan hormat atas permintaan 

sendiri yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dari 

instansi. 

d) Pengagendaan usul permintaan penetapan surat keputusan pensiun PNS serta 

janda/dudanya karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, tewas dan 

cacat karena dinas bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang 

IV /b ke bawah dari instansi. 

e) Pengagendaan usul permintaan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian 

dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun serta 

penetapan pensiun janda/dudanya bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama 

Muda go Iongan ruang IV /c ke atas dari instansi. 

t) Pengecekan usul penetapan surat keputusan pensiun PNS serta janda/dudanya 

karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, tewas dan cacat karena 

dinas bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I go Iongan ruang IV /b ke 

bawah dari instansi. 

g) Pengecekan usul permintaan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian 

dan pemberhentian dengan hormat PNS serta janda/dudanya dengan hak pensiun 

bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda go Iongan ruang IV /c ke atas dari 

instansi. 
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h) Pencetakan surat keputusan pensiun PNS serta jandaldudanya karena mencapai 

batas usia pensiun, meninggal dunia, tewas dan cacat karena dinas bagi PNS yang 

berpangkat Pembina Tingkat I go Iongan ruang IV /b ke bawah. 

i) Pencetakan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian 

dengan hormat PNS serta jandaldudanya dengan hak pensiun bagi PNS yang 

berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas. 

Proses pelayanan pensiun dilakukan apabila ada PNS di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan mencapai batas usia pensiun, meninggal, 

mengundurkan diri sebagai PNS dengan hak pensiun. Proses pelayanan ini relatif 

lebih mudah, biasanya hanya data yang harus diremajakan sebelum dilakukan 

pengusulan pensiun melalui SAPK. 

4) Aplikasi Peremajaan Data 

Proses peremajaan data ini dilakukan setiap ada perubahan data atau mutasi 

pegawai baik kenaikan pangkat, perubahan jabatan, mutasi masuk atau pun keluar 

dan mutasi data kepegawaian lainnya. Sebelum menggunakan aplikasi SAPK proses 

peremajaan data atau mutasi lain-lain dilakukan secara manual. Setiap perubahan data 

PNS, maka data perubahannya harus dikirim ke BKN Pusat dan Kantor Regional VIII 

BKN Banjarmasin, karena data kepegawaian PNS belum terintegrasi dan terkoneksi 

secara on-line. Hal ini tentu sangat tidak efisien dan efektif karena membutuhkan 

waktu yang cukup lama. 

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian 

nasional dan peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap PNS dibutuhkan database 
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PNS yang akurat dan terkini, yaitu database PNS yang senantiasa dilakukan proses 

peremajaan data dengan menggunakan satu sistem aplikasi pelayanan kepegawaian 

yang terpadu dan terintergrasi dengan database PNS. 

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 disebutkan 

bahwa aplikasi mutasi lain-lain atau peremajaan data PNS digunakan untuk 

melakukan pemutakhiran data baik yang digunakan oleh BKN maupun yang 

digunakan unit pengelola kepegawaian instansi. Peremajaan data kepegawaian harus 

dilakukan setiap terjadi mutasi dari PNS atau kondisi data terkini yang berhubungan 

dengan kepegawaian dengan menggunakan SAPK yang terintegrasi dan terhubung 

dalam database nasional dari PNS. 

Peremajaan data adalah pemutakhiran data PNS terkini melalui media 

elektronik yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian baik di BKN maupun instansi 

pusat daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dan selanjutnya disimpan 

dalam database PNS. 

Dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa kegiatan 

peremajaan data PNS dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) 

baik di lnstansi Pusat maupun lnstansi Daerah dengan kewenangan diatur sebagai 

berikut: 

a) BKN Pusat meliputi: 

(1) penetapan NIP Caton PNS; 

(2) perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir; 
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(3) perubahan unit organisasi; 

(4) perubahan nama; 

(5) kenaikan pangkat golongan ruang; 

(6) TMT pangkat golongan ruang; 

(7) peningkatan pendidikan; 

(8) riwayat hukuman disiplin; 

(9) cuti diluar tanggungan negara; 

(10)pengaktifan kembali sebagai PNS; 

( 11) pernberhentianlpensiun; 

(12) perpindahan antar instansi; 

( 13) PNS yang diperbantukan dipekerjakan;dan 
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( 14) pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan 

fungsional umurn. 

b) Kantor Regional BKN: 

( 1) penetapan NIP Cal on PNS; 

(2) perubahan nama; 

(3) perubahan unit organisasi; 

(4) kenaikan pangkat golongan ruang; 

(5) TMT pangkat golongan ruang; 

(6) peningkatan pendidikan; 

(7) riwayat hukuman disiplin; 

(8) pemberhentian pensiun; 
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(9) perpindahan antar instansi; dan 

(1 0) pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan 

fungsional umum. 

c) Biro Kepegawaian lnstansi Pusat: 

(1) SK pengangkatan sebagai Calon PNS; 

(2) SK pengangkatan sebagai PNS; 

(3) perubahan unit organisasi; 

(4) SK kenaikan pangkat golongan ruang; 

(5) pemberhentian PNS atas permintaan sendiri; 

(6) perpindahan PNS di lingkungan instansi; 

(7) pengangkatan dalam jabatan; 

(8) riwayat diklat PNS; 

(9) riwayat hukuman disiplin; dan 

( 1 0) riwayat keluarga. 

d. Bagian!BKD Prov/Kabupaten/Kota: 

( 1) S K pengangkatan sebagai Cal on PNS 

(2) SK pengangkatan sebagai PNS; 

(3) perubahan unit organisasi; 

(4) SK kenaikan pangkatlgolongan ruang; 

(5) pemberhentian PNS atas permintaan sendiri; 

(6) perpindahan PNS di lingkungan instansi; 

(7) pengangkatan dalam jabatan; 
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(8) riwayat hukuman disiplin; 

(9) riwayat diklat PNS; dan 

( 1 0) Riwayat keluarga 

Selain itu kegiatan peremajaan data juga meliputi kegiatan sebagai berikut : 

134 

a) Peremajaan Data Pegawai untuk PNS yang mengalami perpindahan antar 

kabupatenlkota dalam satu provinsi dilakukan oleh Gubernur. 

b) Peremajaan Data Kepegawaian untuk pangkat golongan ruang dilakukan pada saat 

proses pemberian pertimbangan kenaikan pangkat PNS baik yang dilakukan oleh 

BKN Pusat maupun Kantor Regional BKN. 

c) Peremajaan Data Elektronik PNS untuk pemberhentian karena telah mencapai 

batas usia pensiun dilakukan secara on-line oleh BKN Pusat dan Kantor Regional 

BKN pada saat proses penetapan pertimbangan Surat Keputusan Pensiun. 

d) Khusus Calon PNS, proses input data Calon PNS dan Daftar Riwayat Hidup 

sebagai data awal yang akan dishpan dalam database PNS dilakukan pada saat 

pemberian pertimbangan penetapan NIP oleh BKN Pusat maupun Kantor Regional 

BKN. 

e) Hasil peremajaan data di unit pengolahan dituangkan dalam bentuk laporan. 

f) Untuk mengetahui jumlah prestasi peremajaan data yang dilakukan oleh operator 

dibuat laporan. 

g) Peremajaan Data Pegawai untuk PNS yang mengalami perpindahan antar 

kabupaten kota dalam satu provinsi dilakukan oleh unit pengelola kepegawaian 

tingkat provinsi. 
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h) Data Manual dalam bentuk dokumen tata naskah akan diatur dalam Peraturan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara tersendiri yang terintegrasi dengan sistem 

aplikasi manajemen pengelolaan dokumen PNS. 

Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa walaupun 

kebijakan SAPK ini sudah diimplementasikan pada Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kabupaten Nunukan, namun masih banyak data PNS yang belum valid atau 

tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk itu dilakukan rekonsiliasi dan 

sinkronisasi data dengan BKN Regional VIII Banjarmasin. Dengan kegiatan 

rekonsiliasi diharapkan tercapainya database PNS yang valid. 

Selain itu, kegiatan peremajaan data dilakukan dengan meminta pada SKPD 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan apabila ada perubahan data PNS di 

lingkungan unit kerjanya. Selama ini dokumen perubahan data PNS pada SKPD 

jarang dikirim ke BKDD sebagai implementor SAPK. Terutama untuk jabatan 

fungsional guru dan jabatan fungsional tenaga kesehatan. Untuk itu sinkronisasi data 

dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan senantiasa dilakukan. Sinkronisasi 

data juga dilakukan dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

mengelola gaji PNS. Dengan demikian diharapkan dapat mempercepat proses 

validasi database SAPK. 

c. Karakteristik SAPK 

Sebelum SAPK diterapkan oleh BKN terdapat beberapa permasalahan dalam 

sistem informasi kepegawaian yang dianggap belum optimal seperti belum adanya 

suatu sistem yang terpadu dan terintegrasi yang kerap mengakibatkan duplikasi data, 
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belum adanya standar/ keseragaman struktur, integrasi, dan kualitas data sehingga 

menyebabkan inefisiensi dalam penanganan masalah kepegawaian. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut BKN telah mengembangkan sistem 

aplikasi layanan kepegawaian berbasis komputer yang terkoneksi dan terintegrasi 

sebagai standarisasi pelayanan dibidang kepegawaian, menggunakan satu basis data 

kepegawaian baku, penerapan klasifikasi baku tabel referensi dan pemanfaatan 

jaringan komunikasi data antara instansi dengan BKN, Kantor BKN Regional, serta 

Badan Kepegawaian Daerah. 

d. Kelembagaan SAPK 

Secara normatif lembaga yang mengelola SAPK adalah BKN, Kantor 

Regional BKN dan Biro Kepegawaian/Badan/Bagian Kepegawaian Instansi. Setiap 

lembaga memiliki kewenangan begitupun halnya dengan Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerah Kabupaten Nunukan. Dari hasil wawancara dengan para informan 

diketahui bahwa selama ini apa yang menjadi tugas dan kewenangan Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan dapat dilaksanakan dengan 

baik. 

e. Personil 

Mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan 

bahwa untuk mengoperasikan SAPK perlu didukung dengan personil yang 

mempunyai kemampuan sebagai Pranata Komputer, Analisis Kepegawaian dan 

Operator komputer. 
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Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh data personil yang 

mengoperasikan SAPK dalam pelayanan kepegawaian di Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut : 

Tabel4.8 
Personil Pendukung Implementasi SAPK 

No. Tenaga Jumlah 

1. Operator Komputer IU ser 4 

2. Pranata Komputer 1 

3. Analis Kepegawaian 0 

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa personil yang memiliki kemampuan sebagai 

analis kepegawaian belum ada, akan tetapi pengoperasian SAPK tetap dapat betjalan 

dengan baik walaupun belum optimal.karena personil lain sudah pemah mengikuti 

pelatihan dan bintek tentang pemanfaatan SAPK sehingga pemahaman tentang SAPK 

mereka sudah miliki. Selain itu apabila ada kesulitan dalam pengoperasian SAPK, 

dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Regional BKN. 

Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh penjelasan, bahwa sudah 

ada 2 personil yang sudah ditugaskan untuk mengikuti diklat analisis kepegawaian 

sebagai syarat mutlak untuk diangkat sebagai tenaga analis kepegawaian. Tenaga 

analis kepegawaian inilah yang akan menverifikasi kevalidan dan keabsahan 

dokumen persyaratan yangakan diusulkan ke SAPK untuk diproses lebih lanjut, 

sehingga kedepannya pemanfaatan SAPK dalam pelayanan kepegawaian di Badan 

Kepegawaian dan dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan lebih optimal. Dengan 

adanya tenaga analis kepegawaian diharapkan proses pelayanan yang dilakukan 
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dengan SAPK tidak ada lagi yang dinyatakan berkas tidak lengkap, sehingga 

pelayanan kepegawaian menjadi efektif dan efisien. 

f. Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan para informan diperoleh data 

sarana dan prasarana SAPK yang ada pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan untuk menunjang kelancaran proses pelayanan kepegawaian 

SAPK secara online yaitu : 

Tabel4.9 
Sarana dan Prasarana Pendukung Implementasi SAPK 

No. Nama Perangkat Jumlah Kondisi 

I. Komputer 7 Baik 

2. laptop 2 Baik 

3. Printer 5 Baik 

4. Scanner 3 Baik 

5. Modem Speedy 2 Baik 

6. Modem VPNIIP I Gangguan 

Dari tabel di atas terlihat bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dalam 

mengoperasikan SAPK masih berfungsi dengan bailc, kecuali jaringan VPNIIP untuk 

sementara waktu mengalami gangguan dari vendomya yaitu PT. Telkom. Namun 

demikian pengoperasian SAPK tetap dapat berjalan karena sudah terpasang modem 

speedy dengan bandwidth 2 mbps untuk mengakses SAPK meskipun melalui jalur 

umum internet public sehingga menyebabkan jalur data yang digunakan lambat 

dibandingkan dengan menggunakan jalur khusus VPNIIP. 

Dengan beban kerja yang cukup tinggi, dari sisi kuantitas jumlah komputer 

dan laptop masih perlu penambahan untuk pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun. 
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Laptop yang digunakan merupakan milik pribadi. Begitu juga dengan jumlah printer 

perlu ada penambahan. 

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa 

Implementasi kebijakan SAPK yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wujud dari konsep administrasi 

kebijakan publik dengan melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan yang 

cepat kepada masyarakat. Penerapan SAPK ini juga merupakan bentuk pelayanan 

yang menggunakan teknologi informasi dan termasuk bentuk e-govemment dengan 

sistem G2G (government to government) karena SAPK ini menghubungkan antara 

BKN dan Badan Kepegawaian Daerah seluruh Indonesia. 

Dengan adanya kebijakan SAPK ini semua proses pelayanan kepegawaian 

yang meliputi pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun dan peremajaan data, prosesnya 

akan lebih efektif dan efisien. 

2. Analisis Aspek-aspek Pendorong dan Penghambat lmplementasi Sistem Aplikasi 

Pelayanan Kepegawaian 

Sebagaimana telah diuraikan pada hasil penelitian bahwa faktor-faktor 

pendorong maupun penghambat implementasi kebijakan SAPK meliputi hal-hal 

yang berasal dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Dari 

hasil penelitian ini kemudian penulis menganalisisnya secara deskriptif kualitatif 

sebagai berikut : 

a. Komunikasi 
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Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari 

implementasi kebijakan SAPK di Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah Kabupaten 

Nunukan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah berupa adanya komunikasi 

yang betjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait, apa yang menjadi tujuan 

dan sasaran kebijakan ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada kelompok sasaran 

(target group) dalam hal ini satuan kerja perangkat daerah (pegawai negeri sipil) dan 

pengguna atau implementor sehingga akan mengurangi distorsi implementasi dalam 

upaya pencapaian tujuan kebijakan. 

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan aspek 

komunikasi dalam implementasi kebijakan adalah : 

1) Transmisi yaitu penyaluran komunikasi yang baik 

2) Kejelasan yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah 

jelas dan tidak membingungkan 

3) Konsistensi yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi 

haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. 

Berkenaan dengan aspek transmisi berdasarkan hasil wawancara yang 

diilakukan kepada informan bahwa kebijakan SAPK dalam pelayanan kepegawaian 

disampaikan oleh Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan 

kepada seluruh instansi atau SKPD hanya dengan melalui Surat Edaran Sekretaris 

Daerah. Tidak ada forum, rapat ataupun pertemuan khusus untuk mensosialisasikan 

implementasi kebijakan SAPK kepada seluruh SKPD. Selain itu kebijakan SAPK 

juga disampaikan secara langsung kepada PNS pada saat mengantar berkas untuk 
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diusulkan. Sedangkan kepada implementor dalam hal ini masing-masing Kepala Sub 

Bidang, user dan staf yang menangani pelayanan pengadaan, kenaikan pangkat, 

pensiun dan peremajaan data sebagian besar mendapatkan informasi langsung dari 

Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin melalui sosialisasi ataupun forum khusus. 

Selain itu informasi tentang pemanfaatan SAPK juga diperoleh melalui surat edaran 

dari BKN maupun Kanreg. BKN .. 

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa 

melalui aspek komunikasi berupa penyampaian informasi dengan baik dalam proses 

pelaksanaan suatu program atau kebijakan dapat menyadarkan semua pihak yang 

terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu program atau 

kebijakan, sehingga tidak ada ketimpangan dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan 

pelaksanaan kebijakan SAPK di BKDD Kabupaten Nunukan, perlu adanya 

penyampaian informasi yang baik kepada seluruh target group dalam hal ini 

SKPDIPNS, sehingga mereka tahu mengenai keberadaan serta tujuan kebijakan 

terse but. 

Dilihat dari aspek kejelasan, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 

informan bahwa komunikasi yang disampaikan sangat jelas dalam bentuk Surat 

Edaran yang berpedoman pada aturan. Hambatan akan terjadi apabila Surat Edaran 

tersebut tidak mendapatkan perhatian penuh dari seluruh PNS pada SKPD masing-

masmg. 

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan 

bahwa kejelasan informasi yang disampaikan merupakan hal penting agar seluruh 

42531.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



142 

pihak yang terkait dapat mengerti maksud dan tujuan informasi tersebut dan dapat 

menjalankan fungsinya masing-masing. Ketidakjelasan informasi dapat menyebabkan 

kesalahan persepsi terhadasp kebijakan SAPK tersebut, sehingga pelaksanaannya 

dapat melenceng dari tujuan awal. Oleh karena itu dalam komunikasi perlu 

memperhatikan dan memastikan kejelasan informasi agar dipahami oleh semua 

pihak. 

Kemudian dari aspek konsistensi, tentunya apa yang diperintahkan atau 

diinformasi tidak berubah-ubah karena berpedoman pada aturan yang ada. Menurut 

teori yang dikemukakan oleh Edward III konsistensi atas informasi yang 

disampaikan diperlukan guna menghindarkan kebingungan diantar pihak-pihak 

yang terkait dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan pelaksanaan Kebijakan 

SAPK di BKDD di Kabupaten Nunukan ini sangat dituntut adanya konsistensi 

informasi karena jika terjadi perubahan secara otomatis informasi yang beredar juga 

ikut berubah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa ketiga aspek dalam 

komunikasi dapat berjalan dengan baik, karena seluruh petunjuk dan informasi 

tentang pengimplementasian kebijakan SAPK yang dikomunikasikan melalui Surat 

Edaran sudah berpedoman pada Perka BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Selain itu implementor secara 

non formal memberikan informasi mengenai kebijakan pelayanan kepegawaian 

melalui SAPK pada saat PNS mengantar berkas usulan untuk diproses lebih lanjut, 
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sehingga secara tidak langsung sosialisasi implementasi SAPK dapat terlaksana 

dengan baik. 

b. Sumberdaya 

Sumberdaya berkaitan dengan segala sumberdaya yang digunakan untuk 

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini sumberdaya 

yang dimaksud adalah sumberdaya manusia atau staf dan fasilitas fisik atau sarana 

dan prasarana. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari informan bahwa secara 

umum jumlah pegawai yang menangani implementasi SAPK sudah cukup memadai, 

hanya untuk pelayanan pengadaan implementomya atau usemya tidak ada, namun 

demikian pelayanan pengadaan untuk pengusulan NIP tetap berjalan karena dibantu 

oleh user pada Bidang INKA. Dan pada saat banyak pekerjaan yang hams 

diselesaikan semua pegawai pada masing-masing bidang dapat diberdayakan 

termasuk pegawai non PNS. Walaupun demikian, user untuk pelayanan pengadaan 

hams ditunjuk sehingga dapat berjalan maksimal dan tidak bergantung pada bidang 

lain. Kemudian dilihat dari sisi kompetensi, pegawai yang menangani SAPK kurang 

optimal walaupun sebagian besar sudah pemah mengikuti pelatihan SAPK, karena 

belum sesuai dengan Perka BKN Nomor 20 Tahun 2008 bahwa pengoperasian SAPK 

hams didukung dengan tenaga Pranata Komputer, Analisis Kepegawaian dan 

Operator Komputer. Pegawai yang mempunyai jabatan Pranata Komputer barn 1 

orang, itupun belum setahun diangkat sebagai Pranata Komputer. Untuk tenaga 

operator komputer tidak ada masalah karena semua implementor memiliki 
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pemahaman tentang komputer dan sudah ikut pelatihan SAPK. Tenaga Analisis 

Kepegawaiaan belum ada padahal kompetensinya sangat dibutuhkan dalam 

memeriksa dan menverifikasi berkas yang akan di input dalam SAPK. Keabsahan dan 

kevalidan berkas yang akan di input dalam SAPK sangat mempengaruhi 

implementasi SAPK dalam mempercepat proses pelayanan kepegawaian. Apabila 

berkas tidak valid maka berkas usulan tidak akan bisa di proses lebih lanjut dan akan 

dikembalikan untuk diperbaiki di instansi. 

Dari paparan di atas dapat dirumuskan bahwa sumberdaya staf dari sisi 

kuantitas atau jumlah sudah memadai karena semua staf dapat diberdayakan, akan 

tetapi dari sisi kompetensi masih perlu peningkatan terutama kebutuhan adanya 

tenaga analisis kepegawaian. 

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan 

bahwa jumlah dan kualitas implementor yang memadai san gat memberikan dampak 

yang positif dalam pelaksanaan program. Jumlah dan kualitas dari implementor 

yang memadai dapat memberikan dampak positif dalam implementasi. 

Kemudian dari aspek fasilitas atau sarana dan prasarana, berdasarkan basil 

wawancara dari informan dan observasi pada Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kabupaten Nunukan masih perlu peningkatan. Gedung kantor yang belum 

representatif, ruang kerja pelayanan yang sempit, belum ada ruang khusus untuk 

pelayanan SAPK, sehingga mengurangi kenyamanan dalarn bekerja. Jumlah 

komputer perlu ditambah sehingga ada komputer yang khusus digunakan untuk 

mengoperasikan SAPK. Selama ini komputer yang ada digunakan multi fungsi untuk 
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kepentingan lainnya, sehingga berdampak pada efisiensi pelayanan. Dan yang paling 

sering menjadi kendala dalam pengimplementasian SAPK adalah jaringan koneksi 

untuk mengakses SAPK sering mengalami gangguan. Jaringan VPN-IP dari 

TELKOM yang terpasang sebagaimana yang direkomendasi oleh BKN juga 

mengalami gangguan, sehingga yang dipakai adalah jaringan internet umum. Karena 

seringnya mengalami gangguan, terkadang user kenaikan pangkat fungsional 

melakukan input data usulan pada SAPK di Kantor PT. TELKOM. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa fasilitas sarana dan 

prasarana merupakan faktor penting dalam pengimplementasian SAPK. Implementor 

mungkin memiliki staf yang cukup, mengerti tugas dan fungsi, tetapi tanpa adanya 

dukungan fasilitas sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tidak akan 

berjalaan optimal. 

c. Disposisi 

Disposisi merupakan salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan 

suatu kebijakan. Aspek yang berkaitan dengan disposisi adalah sikap implementor, 

pengangkatan birokrat dan pemberian insentif. 

Dari aspek sikap implementor terhadap implementasi SAPK pada Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan, bahwa semua implementor 

dapat menerima kebijakan SAPK ini dan menjalankannya dengan penuh rasa 

tanggungjawab karena dapat mempermudah pelayanan kepegawaian. 

Kemudian dari aspek pengangkatan birokrasi, berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan, tidak semua implementor ada pengangkatan secara formal. 
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Implementor yang diangkat secara formal melalui keputusan Bupati dalam bentuk 

Tim SAPK. Implementor yang diangkat secara formal hanya implementor pelayanan 

peremajaan data pada bidang INKA, sedangkan implementor pelayanan pengadaan 

pada bidang Pengembangan dan Kedudukan Hukum Pegawai (PKHP), implementor 

pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun pada bidang Mutasi Pegawai tidak ada 

pengangkatan secara formal melalui keputusan Bupati dan tidak termasuk sebagai 

Tim SAPK. Walaupun demikian, para implementor tersebut tetap menerima dan 

melaksanakan kebijakan SAPK dengan penuh tanggung jawab. 

Edward III menjelaskan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk 

mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi 

insentif. Insentif merupakan salah faktor yang dapat mendorong meningkatkan 

semangat keija para implementor. Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah Kabupaten 

Nunukan memberikan insentif bagi implementor SAPK. Dari hasil wawancara 

dengan informan, bahwa yang diberikan insentif hanyalah yang implementor yang 

tergabung dalam SAPK. 

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa sikap 

implementor terhadap kebijakan SAPK adalah dapat menerima dengan baik dan 

melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab karena pelayanan kepegawaian 

lebih efektif dan efisien. Sedangkan dari aspek pengangkatan dan insentif tidak 

semua implementor kebijakan SAPK diangkat secara formal dan diberikan insentif. 

Tentunya hal ini dapat menimbulkan teijadinya kecemburuan sesama implementor. 
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Namun demikian semua implementor SAPK tetap melaksanakan tugas dengan baik 

karena menurut mereka sudah menjadi tupoksi masing-masing bidang. 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi merupakan salah satu hal terpenting dalam keberhasilan suatu 

kebijakan. Ada dua aspek yang berkaitan dengan struktur birokrasi yaitu Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Berdasarkan teori yang dikemukakan 

oleh Edward III bahwa SOP diperlukan guna mengatur tata aliran pekerjaan dan 

pelaksana program atau kebijakan. Akan tetapi kadangkala tahap yang terlalu 

berbelit-belit dan harus dijalankan sesuai dengan yang ada dalam petunjuk 

pelaksanaan, menyebabkan kekakuan dan kejenuhan di kalangan masyarakat, hal ini 

dapat menghambat pelaksanaan suatu program. 

SOP merupakan suatu sistem yang memungkinkan para implementor 

melaksanakan kegiatannya sesuai dengan standar yang ditetapkan yang dapat berupa 

petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan ataupun mekanisme kerja. Adapun SOP dari 

kebijakan SAPK sudah diforrnalkan dan mengacu pada Perka BKN Nomor 20 Tahun 

2008. 

Dilihat dari aspek fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab, Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan menggunakan tugas pokok dan 

fungsi masing-masing bidang sesuai dengan Peraturan Daerah. Penyebaran dan 

tanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan SAPK mengacu pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan. Pelayanan 
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pengadaan merupakan bagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan dan 

Kedudukan Hukum Pegawai, kemudian disebarkan kepada Sub Bidang Pengadaan 

dan Pengembangan Pegawai dan selanjutnya disebarkan kepada staf sebagai user 

pelayanan pengadaan. Pelayanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun merupakan tugas 

pokok Bidang Mutasi Pegawai yang kemudian disebarkan kepada Sub Bidang Mutasi 

Struktural untuk pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun tenaga struktural dan 

selanjutnya disebarkan kepada staf sebagai userkenaikan pangkat dan pensiun 

fungsional. Pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun fungsional disebarkan kepada 

Sub Bidang Mutasi Fungsional untuk tanggung jawab pelayanan kenaikan pangkat 

dan pensiun tenaga fungsional tertentu yang selanjutnya disebarkan kepada staf 

sebagai userkenaikan pangkat dan pensiun fungsional. 

Untuk pelayanan peremajaan data merupakan bagian tugas pokok dan fungsi 

Bidang Informasi Kepegawaian yang kemudian disebarkan kepada Sub Bidang 

Pengolahan Data Kepegawaian dan selanjutnya disebarkan kepada staf sebagai user 

peremajaan data. 

Sesuai teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa 

adanya penyebaran tanggung jawab dari beberapa pihak dapat menyebabkan kendala, 

namun jika koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan dengan baik hal tersebut tidak 

akan menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu program, tetapi bisa dijadikan 

kekuatan sehingga pelaksanaan suatu program dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

42531.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



149 

3. Analisis Upaya-upaya Untuk Optimalisasi Implementasi Sistem Aplikasi 

Pelayanan Kepegawaian 

a. Komunikasi 

Proses penyampaian informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

bagaimana cara dan bentuk dalam penyampaian informasi tentang kebijakan SAPK 

dalam pelayanan kepegawaian Hal ini penting karena penyaluran komunikasi yang 

baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. 

Dari hasil wawancara dengan informan dapat dirumuskan bahwa kebijakan 

SAPK yang dikomunikasikan atau disosialisasikan lewat surat edaran tidak cukup 

efektif. Dengan surat edaran tidak ada jaminan isi dari surat edaran tersebut sampai 

ke seluruh staf SKPD. Kalaupun suratnya sampai tapi isi dari kebijakan SAPK belum 

tentu dipahami, sehingga diperlukan sosialisasi dalam bentuk lain. Pertemuan atau 

tatap muka langsung dianggap lebih efektif karena memungkinkan terjadinya dialog 

atau tanya jawab perihal maksud, isi dan tujuan kebijakan SAPK. Sosialisasi seperti 

ini san gat efektif dilakukan untuk SKPD yang ada di kecamatan-kecamatan. 

b. Sumberdaya 

Dengan sumberdaya yang tersedia kebijakan SAPK sudah dapat dilaksanakan 

dengan baik. Namun dari hasil wawancara dengan informan masih terdapat beberapa 

hal yang perlu dilakukan sehingga implementasi SAPK dapat optimal. Hal yang 

berkaitan dengan personil perlu dilakukan penambahan personil sebagai user 

pengadaan untuk penetapan NIP karena selama ini yang menginput usulan penetapan 

NIP dilakukan user peremajaan data pada Bidang INKA. Penambahan user kenaikan 
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pangkat dan pensiun perlu juga dilakukan karena sering lembur sampai malam untuk 

menginput usulan ke aplikasi SAPK, temtama pada menjelang batas akhir 

pengusulan yang sudah ditentukan oleh BKN. Apalagi kalau jaringan untuk 

mengakses SAPK mengalami gangguan. 

Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang hams diupayakan adalah 

tersedianya tenaga analis kepegawaian yang bertugas untuk memeriksa dan 

menverifikasi berkas yang akan diusulkan atau diiput ke SAPK. Berkas yang tidak 

valid menyebabkan berkas usulan tersebut akan dikembalikan ke instansi dan 

dinyatakan Berkas Tidak Lengkap (BTL), bahkan kadang dinyatakan Tidak 

Memenuhi Syarat (TMS) untuk diproses lebih lanjut. Untuk itu perlu adanya 

langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah ini, salah satu diantaranya adalah 

dengan pengangkatan tenaga analisis kepegawaian sehingga implementasi kebijakan 

SAPK di BKDD Kabupaten Nunukan bisa berjalan dengan efektif. 

c. Disposisi 

Dari basil wawancara dengan informan bahwa untuk disposisi hal yang perlu 

dilakukan agar pelaksanaan kebijakan SAPK berjalan optimal adalah pengangkatan 

birokrat secara formal. Semua yang terlibat sebagai implementor SAPK hams 

diangkat secara bersama-sama secara formal dalam Tim SAPK. Begitupun dengan 

pemberian insentif, semua implementor SAPK hams diberikan insentif secara 

bersama. Apabila ada implementor yang diangkat dan ada yang tidak diangkat, ada 

yang diberi insentif dan disi lain ada yang tidak diberikan insentif, hal ini dapat 

menimbulkan ketidaksamaan sikap dan pandangan. Bila para pelaksana atau 
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implementor kebijakan terpecah belah dalam hal sikap dan dukungan tersebut 

maka apa yang akan dicapai dari suatu kebijakan tidak akan tercapai secara efektif 

dan efisien, karena akan menghadapai banyak rintangan dan kendala dari aparat 

pelaksana kebijakan itu sendiri, dimana pelaksanaan program atau kebijakan 

kadangkala bermasalah apabila pelaksana yang terkait didalamnya tidak dapat 

menjalankan program atau kebijakan dengan baik. 

Apabila pelaksana atau implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia 

akan melaksanakan program atau kebijakan dengan baik seperti yang didinginkan 

oleh pembuat kebijakan, sedangkan apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda, 

maka proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan juga tidak akan efektif dan 

efisien. 

d. Struktur Birokrasi 

Hal yang berkaitan dengan struktur birokrasi sudah berjalan dengan dengan 

baik. SOP kebijakan SAPK sudah dibakukan oleh BKN dalam bentuk buku pedoman 

SAPK. SOP diperlukan guna mengatur tata aliran pekeijaan dan pelaksana program 

atau kebijakan. 

Dalam pelaksanaan suatu program, kadangkala terdapat penyebaran 

tanggungjawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi. Sehingga 

dibutuhkan adanya koordinasi dan keijasama antara pihak-pihak yang terkait 

terse but. Untuk aspek fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yang perlu 

diupayakan adalah adanya koordinasi yang sifatnya rutin, tidak seperti sekarang 

koordinasi hanya dilakukan pada saat ada permasalahan. Dengan pertemuan rutin bisa 
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dilakukan koordinasi yang sifatnya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan SAPK di 

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan. 
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A. Kesim pulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan hasil analisis yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut, 

1. Secara umum Implementasi kebijakan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian) di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan 

sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian, baik dalam proses pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun dan 

peremajaan data. Dengan demikian diharapkan dengan adanya aplikasi SAPK ini 

proses pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaiaan dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien. 

2. Terdapat 4 (empat) faktor yang mendorong dan menghambat implementasi 

kebijakan SAPK di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan 

yang terdiri dari faktor komunikasi,sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 

a. Faktor komunikasi yang mendorong implementasi kebijakan meliputi: 

1) Adanya penyampaian kebijakan secara tertulis melalui Surat Edaran Sekretaris 

Daerah dan penyampaian secara langsung pada saat pemberkasan. 

2) Adanya kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian pesan dengan 

berpedoman pada aturan yang dalam pelaksanaan kebijakan SAPK dalam 

pelayaanan kepegawaian. 
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Sedangkan faktor komunikasi yang berpotensi sebagai faktor penghambat 

implementasi kebijakan SAPK yaitu : 

1) Tidak ada jaminan isi surat edaran tersebut sampai kepada seluruh PNS di 

SKPD. 

c. Faktor sumber daya yang mendorong implementasi kebijakan meliputi: 

1) ketersediaan sumber daya staf sebagai implementor cukup memadai karena 

semua dapat diberdayakan apabila dibutuhkan; 

2) Kemampuan staf sebagai operator komputer dan pranata komputer cukup 

memadai dan pemah mengikuti pelatihan SAPK. 

Sedangkan faktor sumber daya yang berpotensi sebagai faktor penghambat 

implementasi kebijakan meliputi : 

1) kemampuan staf sebagai tenaga anal isis kepegawaian yang memeriksa 

keabsahan berkas yyang akan di input pada SAPK belum ada ; 

2) Jaringan konektifitas untuk mengakses data SAPK sering mengalami 

gangguan; 

3) keterbatasan sarana fisik (ruangan kantor sangat kecil dan terbatas, dan 

tidak representati f) 

4) perlu penambahan komputer dan printer 

d. Faktor Disposisi yang mendorong implementasi kebijakan meliputi: 

1) Semua bersikap menerima kebijakan SAPK dan melaksanakaannya secara 

baik dan penuh tanggung jawab karena dapat mempercepat pelayanan 

kepegawaian dan adanya kesadaran bahwa pelayanan kepegawaian dengan 

menggunakan SAPK sudah merupakan Tupoksi masing bidang. 
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implementasi kebijakan meliputi : 
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1) Tidak semua implementor diangkat secara formal dan tergabung dalam Tim 

SAPK. Yang diangkat secara formal hanya implementor pelayanan 

peremajaan data pada bidang INKA; 

2) Tidak semua implementor SAPK diberikan insentif, yang diberikan hanya 

yang termasuk dalarn Tim SAPK. 

e. Faktor struktur birokrasi yang mendorong implementasi kebijakan meliputi : 

1) Adanya kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan SAPK yang telah diatur 

didalarn Perka BKN Nomor 20 Tahun 2008 dan BKN telah menyusun 

Buku Pedoman SAPK. 

2) Adanya kejelasan pembagian kewenangan antar pelaksana kebijakan yang 

satu dengan yang lainnya yang sudah diatur secara jelas dalam tupoksi 

masing- masing bidang . 

3. Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk optimalisasi implementasi SAPK adalah 

sebagai berikut : 

a. Sosialisasi berupa rapat khusus, pertemuan ataupun tatap muka langsung 

sehingga bisa tercipta tanya jawab dan dialog interaktif terutama di kecamatan 

b. Mengikutsertakan staf diktat analisis kepegawaian sebagai syarat untuk 

pengangkatan tenaga analis kepegawaian 

c. Semua personil yang mengoperasikan SAPK dalam pelayanan kepegawaian 

diangkat secara formal sebagai Tim SAPK dan diberikan insentif 

42531.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



156 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, 

maka dapat diberikan saran yang nantinya diharapkan dapat menyempumakan 

implementasi kebijakan pemerintah dalam pelayanan kepegawaian dengan 

menggunakan SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat daerah Kabupaten 

Nunukan adalah sebagai berikut : 

1. Implementor kebijakan SAPK yang memiliki kemampuan atau kompetensi 

sebagai analisis kepegawaian perlu segera diangkat agar berkas usulan yang 

diinput dalam SAPK memiliki keabsahan sesuai yang dipersyaratkan. 

2. Ruangan khusus untuk pelayaanan kepegawaian dengan menggunakan SAPK 

harus segera dibangun sehingga tercipta kenyamanan dalam bekerja. 

3. Melakukan koordinasi dengan PT. Telkom untuk segera memperbaiki kerusakan 

jaringan VPN/IP yang telah terpasang sehingga konektivitas untuk mengakses 

SAPK tidak mengalami hambatan. 

4. Agar tidak menimbulkan kecemburuan yang bisa berdampak pada menurunya 

implementor dalam melakaukan pelayanaan, maka semua implementor harus 

diangkat secara formal sebagai Tim SAPK dan diberikan insentif secara wajar. 

5. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan merekrut pegawai 

yang berlatar pendidikan komputer atau mengikutkan pegawai yang mempunyai 

potensi dan minat pada bidang pengembangan teknologi informasi. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN W A W ANCARA 

1. Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian bertujuan untuk mempermudah 

penggunaan SAPK. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang hal tersebut? 

2. Pelayanan kepegawaian apa saja yang dapat dilayani dengan menggunakan 

SAPK? 

3. Apakah ada hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan kebijakan 

SAPK Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan ? 

4. Bagaimana karakteristik SAPK sehingga dapat memudahkan pelayanan 

kepegawaian? 

5. Lembaga apa saja yang mengelola dan memanfaatkan SAPK? 

6. Personil yang memiliki kemampuan apa saja yang dibutuhkan untuk menangani 

dan mengelola SAPK ? 

7. Sarana dan prasarana apa saJa yang diperlukan untuk menjalankan dan 

memanfaatkan SAPK? 

8. Apakah kebijakan pelayanan kepegawaian melalui SAPK sudah disosialisasikan 

kepada SKPD lain dan kepada seluruh staf Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kabupaten Nunukan? 

9. Apakah sumberdaya dalam mengimplementasikan kebijakan SAPK baik 

sumberdaya manusia maupun sumberdaya fisik jumlahnya cukup dan memiliki 

kompetensi yang memadai ? 

10. Bagaimana sikap dan tanggapan para pengguna /implementor terhadap kebijakan 

SAPK dalam pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kabupaten Nunukan? 

11. Apakah ada penunjukan atau pengangkatan secara khusus bagi implementor yang 

menangan1 SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 

Nunukan? 
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12. Apakah ada pemberian insentif bagi penggunalimplementor yang menangani 

SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan ? 

13. Apakah ada juklakljuknis ataupun SOP dalam pelayanan kepegawaian dengan 

menggunakan aplikasi SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten N unukan ? 

14. Apakah ada penyebaran tanggung jawab dalam implementasi kebijakan SAPK 

pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan? 

15. Apa yang perlu diupayakan sehingga kebijakan SAPK dalam pelayanan 

kepegawaian pelaksanaannya lebih optimal ? 
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Lampiran 2 

TRANSKRIP W A W ANCARA 

Nama Drs. Syafarudin 

Jabatan Kepa1a Badan Kepegawaian dan Dik1at Daerah Kabupaten Nunukan 

1. Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian bertujuan untuk mempermudah 

penggunaan SAPK. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut? 

"Bahwa Perka BKN Nomor 20 Tahun 2008 tersebut memuat beberapa ketentuan 
seperti ruang lingkup, karakteristik, personil dan ketentuan lainnya untuk 
memudahkan Instansi Pusat dan daerah dalam memanfaatkan SAP K ". 

2. Personi1 yang memi1iki kemampuan apa saja yang dibutuhkan untuk menangani 

dan mengelola SAPK ? 

"Selama ini pemanfaatan SAPK sudah berjalan baik dengan dukungan personil 
pranata komputer dan operator komputer. Tenaga Ana/isis kepegawaian 
memang belum ada akan tetapi kita sudah menugaskan staf 2 orang mengikuti 
diklat ana/isis kepegawaian di Ciawi. Jadi dalam waktu tidak terlalu lama lagi 
kebutuhan personil terse but akan terpenuhi ". 

3. Apakah kebijakan pelayanan kepegawaian melalui SAPK sudah disosialisasikan 

kepada SKPD lain dan kepada seluruh staf Badan Kepegawaian dan Diktat 

Daerah Kabupaten Nunukan ? 

"Untuk mensosialisasikan kebijakan SAPK ini dalam pelayanan kepegawaian 
tidak ada forum atau rapat khusus. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 
Kabupaten Nunukan menyampaikan kebijakan SAPK dengan cara mengirim 
surat dari Sekretaris Daerah kepada SKPD tentang pelayanan kepegawaian 
dengan menggunakan SAPK. Sosialisasi tentang penggunaan SAPK juga 
biasanya kami sampaikan pada saat PNS datang ke kantor untuk keperluan 
tertentu yang berkaitan dengan kepegawaian ". 
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4. Apakah sumberdaya dalam mengimplementasikan kebijakan SAPK baik 

sumberdaya manusia maupun sumberdaya fisik jumlahnya cukup dan memiliki 

kompetensi yang memadai ? 

"Ketersediaan sumber daya staf/pelaksana yang menangani SAPK dalam 
pelayanan kepegawaian sudah cukup karena semua pegawai pada masing
masing bidang diberdayakan termasuk non PNS apabila ada pekerjaan yang 
harus dise/esaikan, sedangkan kemampuan staf/ pelaksana be/urn optimal 
walaupun sebagian besar sudah pemah mengikuti bimbingan teknis dan 
pelatihan SAPK, karena mengacu pada Perka. BKN No. 20 Tahun 2008 bahwa 
untuk mengoperasikan SAP K perlu didukung dengan tenaga fungsional Ana/isis 
Kepegawaian, Pranata Komputer dan Operator Komputer. Kami sama sekali 
belum memiliki tenaga ana/isis kepegawaian, pranata lwmputer satu orang, 
sedang untuk operator lwmputer sudah cukup memadai. Seperti yang saya 
sebutkan sebelumnya bahwa yang sering menjadi hambatan adalah jaringan 
internet untuk lwnektivitas SAPK". 

" Sarana dan prasarana fisik masih perlu peningkatan kedepan, gedung kant or 
belum representatif, ruang kerja yang sempit, belum ada ruang khusus untuk 
pelayanan SAPK, jumlah lwmputer perlu ditambah sehingga ada lwmputer 
khusus yang digunakan untuk SAP K ". 

" Anggaran untuk kegiatan SAP K dialokasikan pada kegiatan Bidang INKA 
tetapi hanya terbatas untuk anggaran pemeliharaan dan untuk honorarium bagi 
yang termasuk dalam Tim SAPK". 

5. Bagaimana sikap dan tanggapan para pengguna /implementor terhadap kebijakan 

SAPK dalam pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kabupaten Nunukan ? 

"Kebijakan penggunaan SAPK sampai saat ini dapat kami terima dan 
laksanakan dengan baik karena lebih mempercepat dalam pelayanan 
kepegawaian. Stqf pada masing-masing bidang bertugas dengan penuh semangat 
dan tanggungjawab ". 

6. Apakah ada penunjukan atau pengangkatan secara khusus bagi implementor yang 

menangam SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 

Nunukan? 

"Agar pengguna atau implementor yang menangani SAP K mempunyai 
lwmitmen dalam melaksanakan tugasnya maka ditunjuk dan diangkat secara 
formal melalui Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim SAPK. Walaupun 
sesungguhnya sudah merupakan tug as polwk dan fimgsi masing-masing ". 
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7. Apakah ada pemberian insentif bagi pengguna/implementor yang menangani 

SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan? 

"Untuk mendorong implementor yang tergabung dalam Tim SAP K untuk 
melak.sanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab maka 
diberikan insentif setiap bulan walaupun besarannya relatif kecil ". 

8. Apakah ada juklak/juknis ataupun SOP dalam pelayanan kepegawaian dengan 

menggunakan aplikasi SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan ? 

"Juklak atau mekanisme sebagai SOP untuk implementasi SAPK sudah 
diformalkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 
Tahun 2008" 

9. Apakah ada penyebaran tanggung jawab da\am imp\ementasi kebijakan SAPK 

pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan ? 

" Secara umum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan 
kepegawaian, penyebaran tugas dan tanggung jawab diberikan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang sesuai dengan Peraturan Bupati 
trentang tugas pokok dan fungsi. Sedang untuk tugas imp/ementasi SAPK 
diberikan tugas dan tanggung masing-masing sesuai dengan Keputusan Bupati 
tentang Pembentukan Tim SAP K. " 

10. Apa yang perlu diupayakan sehingga kebijakan SAPK dalam pelayanan 

kepegawaian pelaksanaannya lebih optimal ? 

"Selama ini kebijakan SAP K disosialisasikan dalam bentuk sural edaran, agar 
lebih optimal ke depan akan dilakukan sosialisasi melalui forum khusus atau 
pertemuan sehingga bisa terjadi dialog interaktif terutama untuk SKPD 
dikecamatan-kecamatan ". 
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TRANSKRIP W A W ANCARA 

Nama Nanik Aryanti, SE 

Jabatan : Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional 

I. Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian bertujuan untuk mempermudah 

penggunaan SAPK. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut? 

"Memang betul bahwa untuk memudahkan penggunaan SAPK dalam pe/ayanan 
kepegawaian maka BKN mengeluarkan Perka BKN Nomor 20 Tahun 2008 yang 
beirisi beberapa ketentuan untuk dipedomani oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian di daerah ". 

2. Apakah ada hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan kebijakan 

SAPK Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan ? 

"Tidak menggunakan jalur khusus SAP K sehingga hanya mengandalkan 
internalljaringan umum yang sangat lambat dan terkadang harus bekerja di 
Tellwm untuk mengentri, kendala lainnya ada/ah data PNS yang tidak update 
sehingga sering terjadi kesalahan tempat /ahir dan unit kerja ". 

3. Apakah ada hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan kebijakan 

SAPK Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan ? 

"Untuk pelayanan proses pensiun relatif mudah karena pada aplikasi SAP K 
sudah disiapkan fitur untuk melihat pegawai yang akan pensiun dan jumlah PNS 
yang pensiun da/am setahun tidak terlalu banyak. 

4. Apakah kebijakan pelayanan kepegawaian melalui SAPK sudah disosialisasikan 

kepada SKPD lain dan kepada seluruh staf Badan Kepegawaian dan Diktat 

Daerah Kabupaten Nunukan ? 

"Sosialisasi pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun dengan SAPK 
disampaikan melalui surat Sekretaris Daerah kepada semua SKPD. Sosialisasi 
juga kami sampaikan pada saat PNS mengantar berkas usulan naik pangkat 
ataupun pensiun ". 
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5. Apakah sumberdaya dalam mengimplementasikan kebijakan SAPK baik 

sumberdaya manusia maupun sumberdaya fisik jumlahnya cukup dan memiliki 

kompetensi yang memadai ? 

"Personil di sub bidang mutasi fungsional sebenamya jumlahnya sudah cukup 
yaitu sebanyak 4 orang, yang menangani pengoperasian SAPK 3 orang, 2 orang 
user dan I orang verifikasi berkas usulan. Yang kami butuhkan adalah tenaga 
fungsional Ana/isis Kepegawaian yang akan melakukan pemeriksaan dan 
veri.fikasi terhadap berkas usulan masuk sebelum diinput di SAPK". 

" Sarana dan prasarana yang kurang memadai, ruang kerja yang sempit, tidak 
ada ruang khusus untuk pelayanan kenaikan pangkat, jumlah komputer hanya 
ada 2 uni. Kami juga perlu penambahan printer, pengadaan laptop dan jaringan 
khusus VPN-JP". ". 

"Kami tidak ada anggaran untuk penggunaan SAPK, kami hanya 
mengoperasikannya. Kegiatan SAP K anggarannya dialokasikan pada kegiatan 
Bidang INKA ". 

6. Bagaimana sikap dan tanggapan para pengguna /implementor terhadap kebijakan 

SAPK dalam pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kabupaten Nunukan? 

"Kebijakan penggunaan SAPK sampai saat ini dapat kami terima dan 
laksanakan dengan baik karena lebih mempercepat dalam pelayanan kenaikan 
pangkat dan pensiun P NS ". 

7. Apakah ada juklak/juknis ataupun SOP dalam pelayanan kepegawaian dengan 

menggunakan aplikasi SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan ? 

"Juklak atau mekanisme proses kenaikan pangkat dan pensiun sebagai SOP 
untuk,mengoperasikan SAPK sudah diformalkan dalam Buku Panduan SAPK 
dan Perka. BKN No. 20 Tahun 2008". 

8. Apakah ada penyebaran tanggung jawab dalam implementasi kebijakan SAPK 

pada Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah Kabupaten Nunukan ? 

" Secara umum pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun memang sudah 
menjadi tupoksi kami di Bidang Mutasi Pegawai. Penyebaran tugas dan 
tanggung jawab diberikan mengacu pada Peraturan Bupati tentang tugas pokok 
dan fungsi. Akan tetapi penyebaran tugas dan tanggung jawab pengoperasian 
SAP K di bidang kami tidak ada, karena tidak ada person if di bidang mutasi yang 
ditunjuksebagai anggota Tim SAPK". 
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9. Apa yang perlu diupayakan sehingga kebijakan SAPK dalam pelayanan 

kepegawaian pelaksanaannya lebih optimal ? 

"Bahwa PNS tenaga fungsional lebih banyak bertugas di kecamatan-kecamatan, 
sosialisasi dalam bentuk sural edaran sepertinya tidak cukup, perlu dilakukan 
sosialisasi dalam bentuk pertemuan atau tatap muka sehingga bisa terjadi tanya 
jawab tentang kebijakan SAPK". 

I 0. Apa yang perlu diupayakan sehingga kebijakan SAPK dalam pelayanan 

kepegawaian pelaksanaannya lebih optimal ? 

"Sebaiknya semua pengguna SAPK ditunjuk sebagai Tim SAPK dan kalau ada 
insentif semuanya harus diberikan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan ". 
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TRANSKRIP W A W ANCARA 

Nama Yusri, S.Sos 

Jabatan Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural 

1. Pelayanan kepegawaian apa saja yang dapat dilayani dengan menggunakan 

SAPK? 

"Kalau berbicara tentang ruang lingkup SAP K sudah dimuat dalam ketentuan 
Peraturan BKN Nomor 20 Tahun 2008 yaitu meliputi aplikasi pengadaan, 
kenaikan pang kat, pensiun dan aplikasi mutasi lain-lain". 

2. Apakah ada hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan kebijakan 

SAPK Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan ? 

"Dalam suatu sistem pasti terdapat hambatan maupun kendala baik dalam 
pelaksanaan ataupun dalam pengoperasiannya. Adapun hambatan I kendalanya 
yang sering terjadi secara umum adalah jika pada saat pengoperasian SAPK 
terjadi Error pada sistem jaringan, yang mana hal ini dapat menghambat dalam 
proses pengentryan data dan untuk mengoperasikannya kembali harus memulai 
kembali dari awal yang mana hal tersebut akan memakan waktu yang cukup 
lama". 

3. Apakah kebijakan pelayanan kepegawaian melalui SAPK sudah disosialisasikan 

kepada SKPD Jain dan kepada seluruh staf Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kabupaten Nunukan? 

"Sosialisasi biasanya dilakukan dengan cara mengirim sural dari Sekretaris 
Daerah kepada SKP D bahwa pelayanan kenaikan pang kat dan pensiun 
menggunakan SAP K. Selain itu sosialisasi juga disampaikan pada saat 
pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun PNS ke Badan Kepegawaian dan 
Diklat Daerah Kabupaten Nunukan ". 

4. Bagaimana sikap dan tanggapan para pengguna /implementor terhadap kebijakan 

SAPK dalam pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kabupaten Nunukan? 

"Kami sangat mendukung dengan adanya kebijakan SAPK dalam proses 
pelayanan kenaikan pangkat yang mana dalah hal ini dapat lebih mempercepat 
dan mempermudah pekerjaan ". 
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5. Apakah sumberdaya dalam mengimplementasikan kebijakan SAPK baik 

sumberdaya manusia maupun sumberdaya fisik jumlahnya cukup dan memiliki 

kompetensi yang memadai ? 

"Jumlah personil di sub bidang mutasi struktural sebanyak 3 orang, yang 
menangani pengoperasian SAPK hanya 2 orang, 1 orang user dan 1 orang 
verifikasi berkas usulan, jadi dari sisi kuantitas jumlahnya masih kurang. 
Walaupun stajluser sudah pernah mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan 
SAPK, akan tetapi mengacu pada Perka. BKN No. 20 Tahun 2008 bahwa untuk 
mengoperasikan SAP K perlu didukung dengan tenaga fungsional Ana/isis 
Kepegawaian, Pranata Komputer dan Operator Komputer. Kami di bidang 
mutasi sama sekali belum memiliki tenaga ana/isis kepegawaian, dan pranata 
komputer ". 

" Sarana dan prasarana yang ada masih terbatas, ruang kerja yang sempit, 
tidak ada ruang khusus untuk pelayanan kenaikan pangkat, komputer PC tidak 
ada, yang dipakai untuk pengoperasian SAPK menggunakan notebook/laptop ". 

6. Apakah ada penunjukan atau pengangkatan secara khusus bagi implementor yang 

menangam SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 

Nunukan? 

"Pada awal penggunaan SAPK semua pengguna/implementor yang terlibat 
memang ada penunjukan dan pengangkatan secara formal melalui Keputusan 
Bupati tentang Pembentukan Tim SAP K, namun sekarang kami tidak tahu 
apakah Tim SAP K itu masih ada a tau tidak, yang membuat SK-eya biasanya 
Bidang INKA. Tapi walaupun tidak ada penunjukan khusus, kami tetap bekerja 
karena sudah merupakan tupoksi masing-masing bidang ". 

7. Apakah ada pemberian insentif bagi penggunalimplementor yang menangani 

SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan ? 

"Insentif hanya diberikan kepada implementor yang tergabung dalam Tim 
SAP K, sedang kami yang tidak termasuk dalam Tim tidak mendapatkan insentif. 
Kami sih berharap ada juga insentif karena kadang kami lembur sampai malam 
apabila banyak berkas usulan naik pangkat yang akan diinput dalam SAPK". 

8. Apa yang perlu diupayakan sehingga kebijakan SAPK dalam pelayanan 

kepegawaian pelaksanaannya lebih optimal ? 

"User kenaikan pangkat dan pensiun perlu ditambah ]orang menjadi 2 orang 
karena selama ini user yang ada kadang lembur sampai malam untuk menginput 
usulan kenaikan pangkat. Selain itu sangat diperlukan adanya tenaga ana/is 
kepegawaianyang memverifikasi berkas sebelum diinput ke dalam SAPK". 
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TRANSKRIP WA WANCARA 

Nama Amal, S.Kom 

Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan data Kepegawaian 

I. Pelayanan kepegawaian apa saja yang dapat dilayani dengan menggunakan 

SAPK? 

"Ruang lingkup SAPK sudah atur dalam Peraturan BKN Nomor 20 Tahun 2008, 
yaitu meliputi aplikasi pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun dan aplikasi mutasi 
lain-lain, kami tinggal memanfaatkannya ". 

2. Apakah ada hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan kebijakan 

SAPK Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan ? 

"Dalam pengoperasian SAPK untuk pengusulan NIP selama ini berjalan baik, 
yang menjadi hambatan adalah jaringan internet yang sering mengalami 
gangguan sehingga kadang bekerja /em bur". 

3. Apakah ada hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan kebijakan 

SAPK Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan ? 

"Yang menjadi kendala dalam proses peremajaan data dengan menggunakan 
SAPK adalah jaringan konektifitas data SAPK yang sering mengalami 
gangguan, dan kekurangan jumlah personil ". 

4. Bagaimana karakteristik SAPK sehingga dapat memudahkan pelayanan 

kepegawaian? 

"Jaringan komunikasi data da/am SAPK terkoneksi secara on-line antara BKN, 
Kanreg. BKN dan instansi daerah dengan menggunakaan basis data yang 
digunakan secara bersama ". 

5. Lembaga apa saja yang mengelola dan memanfaatkan SAPK? 

"Bahwa lembaga yang mengelola SAPK sudah diatur da/am Perko. BKN Nomor 
20 Tahun 2008, yaitu BKN, Kanreg. BKN dan BKD dan memiliki kewenangan 
masing-masing, akan tetapi tentunya BKN Pusat memiliki kewenangan yang lebih 
luas dari lembaga lainnya. Selama ini yang menjadi tugas dan kewenangan BKD 
dapat berjalan dengan baik ". 
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6. Personil yang memiliki kemampuan apa saja yang dibutuhkan untuk menangani 

dan mengelola SAPK ? 

"Memang ldta belum memilild tenaga ana/isis kepegawaian tetapi selama ini 
pelayanan SAP K dapat berjalan lancar walaupun hanya didukung dengan tenaga 
operator komputer dan pranata komputer, karena personil yang ada sudah 
pemah mengikuti pelatihan dan bintek SAPK. Tapi sudah ada staf yang 
ditugaskan untuk mengikuti diklat ana/is kepegawaian ". 

7. Sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan untuk menjalankan dan 

memanfaatkan SAPK? 

"Sarana dan prasarana SAP K yang kit a miliki sudah cukup memadai, 
spesifikasinya diatas kctentuan BKN, malah ldta sudah memasang VPNIIP dari 
Telkom untuk mengakses SAPK. Yang sering menjadi kendala adanya gangguan 
jaringan ". 

8. Apa yang perlu diupayakan sehingga kebijakan SAPK dalam pelayanan 

kepegawaian pelaksanaannya lebih optimal? 

"Koordinasi pengoperasian SAPK selama ini biasanya kami lakukan apabila 
ada hal yang diperlukan, sebaiknya dilakukan secara rutin sehingga kerjasama 
dalam pemanfaatan SAP K lebih optimal. 
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TRANSKRIP W A WANCARA 

Nama Redemptus Darus T, S.IP 

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai 

I. Apakah ada hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan kebijakan 

SAPK Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan? 

"Dalam mengimplementasikan kebijakan SAPK dalam pelayanan pengadaan 
untuk pengusulan NIP tidak ada masalah, koordinasi dan kerjasama dengan 
Bidang INKA dapat berjalaan dengan baik ". 

2. Apakah sumberdaya dalam mengimplementasikan kebijakan SAPK baik 

sumberdaya manusia maupun sumberdaya fisik jumlahnya cukup dan memiliki 

kompetensi yang memadai ? 

"Untuk pengusulan NIP dalam SAPK semuanya dilakukan oleh operator atau 
user SAPK yang ada di Bidang INKA. Jadi saat ini di Bidang PKHP tidak 
memiliki operator/user SAP K ". 

3. Apakah ada penunjukan atau pengangkatan secara khusus bagi implementor yang 

menangani SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 

Nunukan? 

"Untuk operator SAPK dilaksanakan di Bidang INKA, tidak ada penunjukan 
khusus di Bidang P KHP untuk pelayanan SAP K, walaupun pelayanan pengadaan 
untuk penetapan NIP merupakan tupoksi bidang kami ". 

4. Apakah ada pemberian insentif bagi pengguna!implementor yang menangam 

SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan ? 

"Tidak ada insentifyang kami terima yang terkait dengan penggunaan SAPK". 

5. Apakah ada juklak/juknis ataupun SOP dalam pelayanan kepegawaian dengan 

menggunakan aplikasi SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan? 

"Juklak dan SOP pelayanan pengadaan disusun dalam Buku Panduan SAPK 
dan modulnya sudah dibakukan dalam Perka. BKN No. 20 Tahun 2008". 
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6. Apakah ada penyebaran tanggung jawab dalam implementasi kebijakan SAPK 

pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan? 

"Walaupun pelayanan pengadaan merupakan salah satu bagian dari SAPK, tapi 
tidak ada satu pun personil bidang kami yang ditunjuk sebagai anggota Tim 
SAPK, maka penyebaran tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Tim SAPK 
tidak ada". 

7. Apa yang perlu diupayakan sehingga kebijakan SAPK da\am pe\ayanan 

kepegawaian pelaksanaannya lebih optimal ? 

"Personil untuk mengoperasikan SAPK sebagai user pengadaan dilakukan oleh 
user bidang INKA, seharusnya personil dibidang kami ada yang ditunjuk 
sebagai user pengadaan ". 
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TRANSKRIP W A WANCARA 

Nama Anita Kidi, A.Md 

Jabatan : User Kenaikan Pangkat dan Pensiun Fungsional 

1. Apakah ada hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan kebijakan 

SAPK pada pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun di Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerah Kabupaten Nunukan? 

"Kendala yang sering kami hadapai pada saat pengoperasian SAPK adalah 
gangguan jaringan internet dan data PNS yang tidak update sehingga harus 
diremajakan dulu ". 

2. Apakah sumberdaya dalam mengimplementasikan kebijakan SAPK pada 

pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun baik sumberdaya manusia maupun 

sumberdaya fisik jumlahnya cukup dan memiliki kompetensi yang memadai ? 

"Untuk personil sudah cukup, tapi kami perlu ada pelatihan atau bintek tentang 
SAPK". 

3. Apakah ada penunjukan atau pengangkatan secara khusus bagi implementor yang 

menangani SAPK untuk pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun pada Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan ? 

"Sebelumnya ada penunjukan dalam bentuk SK Bupati, tapi tahun lalu kami 
sudah tidak menerima SK. Tapi walaupun tidak ditunjuk sebagai personil tim, 
kami tetap bekerja dengan menggunakan SAPK". 

4. Apakah ada pemberian insentif bagi penggunalimplementor yang menangani 

SAPK pada pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun di Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerah Kabupaten Nunukan? 

"Sebelumnya kami pemah menerima insentif, tapi sekarang tidak ada lagi. Kami 
sih berharap tetap ada karena kadang kami sering lembur kalau banyak berkas 
yang harus di input dalam SAPK". 

5. Apakah ada juklak!juknis ataupun SOP dalam pelayanan kepegawaian dengan 

menggunakan aplikasi SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan ? 

"SOP pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun dapat dilihat pada Perka. BKN 
Nomor 20 Tahun 2008 danpada Buku Pedoman SAPK". 
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TRANSKRIP W A W ANCARA 

Nama Hamdani Umar 

Jabatan User Kenaikan Pangkat dan Pensiun Struktura1 

1. Apakah ada hambatan atau kenda1a da1am mengimp1ementasikan kebijakan 

SAPK pada pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun di Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerah Kabupaten Nunukan? 

"Untuk proses pengusulan pensiun dengan menggunakan SAPK relatif mudah 
dan tidak ada kendala berarti. Biasanya yang menjadi kendala adalah jaringan 
internet dan data PNS yang belum update. 

2. Bagaimana karakteristik SAPK sehingga dapat memudahkan pelayanan 

kepegawaian? 

"Bahwa SAPK ini merupakan sistem yang terkoneksi secara on-line antara BKN 
dan BKD,basis data digunakan secara bersama dengan struktur data dan tabel 
referensi yang sama ". 

3. Lembaga apa saja yang mengelo1a dan memanfaatkan SAPK ? 

"SAPK dikelola oleh BKN Pusat, Kanreg. BKN dan BKD, dimana setiap 
lembaga diberikan masing-masing kewenangan yang tentukan oleh BKN Pusat. 
Apa yang menjadi tugas dan kewenangan BKD, selama ini dapat kita laksanakan 
dengan baik". 

4. Sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan untuk menjalankan dan 

memanfaatkan SAPK? 

"Saya kira sarana dan prasarana yang kita miliki sudah cukup memadai untuk 
mengoperasikan SAP K, spesifikasinya sudah memenuhi ketentuan BKN. 
Walaupun kita sudah memasang VPNIIP tapijaringan sering menjadi kendala". 

5. Apa yang perlu diupayakan sehingga kebijakan SAPK dalam pelayanan 

k~pegawaian pelaksanaannya lebih optimal ? 

"Kalau teman-teman user lain diangkat secara formal tergabung dalam Tim 
SAP K dan diberikan insentif, kami sih berharap juga demikian, karen a kami 
juga sebagai pelaksana kebijakan SAPK Selain itu, selama ini kami selalu 
berkoordinasi dengan bidang INKA apabila terdapat data PNS yang belum 
update pada aplikasi SAP K ". 
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TRANSKRIP W A W ANCARA 

Nama Nurwiji, S.Kom 

Jabatan : User Peremajaan Data 

1. Apakah ada hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan kebijakan 

SAPK Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan ? 

"Pada prinsipnya tidak ada kendala yang berarti, yang sering menghambat 
adalah jaringan untuk mengak.ses SAP K yang lam bat. 

2. Bagaimana sikap dan tanggapan bapak terhadap kebijakan SAPK dalam 

pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 

Nunukan? 

"Kebijaknn SAPK bagus karena dapat mengetahui data PNS yang tidak update 
dan dapat merubahnya dengan cepat sepanjang itu menjadi kewenangan kami. 
Selain itu juga dapat dilakuknn sinkronisasi data antara database BKN dan 
database di SIMP EG ". 

3. Apakah ada penunjukan atau pengangkatan secara khusus bagi implementor yang 

menangani SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 

Nunukan? 

"Kami ada penunjukan dan pengangkatan sebagai anggota Tim SAP K melalui 
SK. Bupati Nunukan ". 

4. Apakah ada pemberian insentif bagi pengguna/implementor yang menangani 

SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan ? 

"Sebagai anggota Tim SAP K, kami menerima insentif setiap bulannya dengan 
jumlah yang cukup ". 

5. Apakah ada juklak/juknis ataupun SOP dalam pelayanan kepegawaian dengan 

menggunakan aplikasi SAPK pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan ? 

"SOP atau petunjuk peremajaan data dalam SAPK sudah disusun oleh BKN 

dalam bentuk Buku Pedoman SAPK" 
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6. Apakah ada penyebaran tanggung jawab dalam implementasi kebijakan SAPK 

pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan? 

"Secara teknis yang ditunjuk bergabung dalam Tim SAP K ada pembagian tug as 
dan tanggung jawab tetapi tidak dijelaskan secara rinci dalam SK Tim. Jadi 
selama ini kami bekerja karena memang sudah menjadi tupoksi bidang INKA ". 
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r Dokumentasi wawancara dengan Kasubbid pengadaau dan l 
Peogembangan Pegawai BKDD Kab. Nunukan 
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